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ABSTRAK 
MUHAMMAD YUSUF, E0005030. 2009 TINJAUAN KONSEP BISNIS 
WARALABA (FRANCHISE) BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM 
ISLAM. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui konsep bisnis waralaba 
(franchise) ditinjau dari prespektif hukum islam dan konsep hukum islam 
menghadapi laju dinamika transaksi bisnis modern. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. 
Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan konsep. Jenis data 
yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan 
mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 
bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh 
melalui studi kepustakaan, buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun 
arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.  Teknik 
pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
studi dukumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis 
lakukan dengan usaha-usaha pengumpulan data terkait dengan eksistensinya bisnis 
waralaba menurut ketentuan hukum Islam dengan cara mengunjungi perpustakaan-
perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, 
majalah, koran, karangan ilmiah, makalah dan sebagainya yang berkaitan erat 
dengan konsep bisnis waralaba ditinjau dari ketentuan hukum Islam. 
Berdasarkan pembahasan, diperoleh hasil bahwa Perjanjian franchise tidak 
bertentangan dengan syariat islam. Tentunya dengan catatan bahwa obyek 
perjanjian franchise tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat 
Islam. Kalau sekiranya yang diwaralabakan tersebut obyeknya merupakan hal yang 
dilarang dalam syariat Islam (misalnya, makanan dan minuman yang haram) maka 
otomatis perjanjian tersebut bertentangan dengan syari’at Islam. Hukum Islam 
dalam bidang mu’amalah (ekonomi) hukum asal segala sesuatu adalah boleh 
kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang. Konsep 
Hukum Islam menghadapi laju dinamika transaksi bisnis modern dapat dilihat 
dengan munculnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak dapat dilepaskan 
dari adanya trend dan perkembangan perilaku masyarakat di bidang ekonomi 
syari’ah yang mencakup bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi 
syari’ah, obligasi syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, bisnis syari’ah 
dan lain-lain. Amatlah jelas bahwa hukum Islam tidak dapat lepas dari pengaruh 
modernitas dan bahkan modernitas haruslah dipertimbangkan dalam perkembangan 
hukum Islam agar hukum Islam mampu menciptakan kemaslahatan bagi umat 
manusia. Juga dapat terlihat adanya fakta yang menunjukkan bahwa revisi atas 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diundangkan dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 juga tidak dapat dilepaskan dari 
adanya modernitas yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat bangsa 
Indonesia. 
 
Kata kunci : Waralaba (franchise), Bisnis, Hukum Islam 
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MOTTO 
 
Bismillahirrohmanirrohim 
 
Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman (sama saja bagi 
Allah). Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al 
Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil 
bersujud 
(Q.S. Al Isra’ : 107) 
 
 
Dan jika syetan mengganggumu dengan suatu gangguan, Maka mohonlah perlindungan 
kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. 
(Q.S. Fushshilat : 36) 
 
 
“Barangsiapa mati tidak dalam keadaan berjihad, dan ia tidak pernah bercita-cita 
untuk berjihad maka ia mati pada salah satu cabang kemunafikan” 
(Hadits shahih Muslim/III/517) 
 
 
”Sikap iri tidak dilarang untuk dua orang. Pertama, orang yang diajari Al-Qur’an oleh 
Allah, kemudian ia membacanya siang-malam. Kedua, orang yang dianugerahi harta 
oleh Allah, kemudian harta tersebut diinfakkannya siang-malam” 
(HR. Bukhari, Muslim, dan At-Turmudzi) 
 
 
Uang tak pernah menghasilkan ide, idelah yang menghasilkan uang 
(W..J Cameron) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bagi kalangan muslim, jelas yang dimaksudkan sebagai hukum adalah 
Hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Al Qur’an, 
dan untuk kurun waktu tertentu lebih dikonkretkan oleh Nabi Muhammad dalam 
perkataan, tingkah laku (perbuatan) dan ketetapan beliau, yang lazim disebut 
Sunnah Rasul. 
Sementara itu Rifyal Ka'bah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah 
terjemahan dari istilah Syari'at Islam (asy-syari'ah al-lslamiyyah) atau fiqh Islam 
(alfiqh a/- Islami). Syariat Islam dan fiqh Islam adalah dua buah istilah otentik 
Islam yang berasal dari perbendaharaan kajian Islam sejak lama. Kedua istilah ini 
dipakai secara bersama-sama atau silih berganti di Indonesia dari dahulu sampai 
sekarang dengan pengertian yang kadang-kadang berbeda, tetapi juga sering mirip. 
Hal ini sering menimbulkan kerancuan-kerancuan di kalangan masyarakat bahkan 
di antara para ahli. (http://www.ditpertais.net/annualconfe rence/2008/ 
dokumen/KONTRIBUSI-%20HUKUM%20ISLAM-muchsin.pdf (18 Maret 2009 
pukul 12.38 WIB)). 
“Kaidah-kaidah yang bersumber dari Allah SWT kemudian lebih 
dikonkretkan diselaraskan dengan kebutuhan zamannya melalui ijtihad atau 
penemuan hukum oleh para mujtahid dan pakar di bidangnya masing-masing, baik 
secara perorangan maupun kolektif”. (http://www.ditpertais.net/annualconfe 
rence/2008/ dokumen/KONTRIBUSI-%20HUKUM%20ISLAM-muchsin.pdf (18 
Maret 2009 pukul 12.38 WIB)). 
Seperti diketahui bahwa Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw merupakan 
sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di 
dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal diakhirat nanti. Al Qur’an dan 
1 
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Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang 
universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal 
untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. 
Salah satu bukti bahwa Al Qur’an dan Sunnah tersebut mempunyai daya 
jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu 
tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan 
daya aturnya dalam bidang perekonomian umat. 
Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. 
Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu 
dapat dibuktikan dalam QS. Al-A’raf (7): 10 yang berbunyi.  
ô‰s)s9ur öNà6»¨Z©3tB ’Îû ÇÚö‘F{$# 
$uZù=yèy_ur öNä3s9 $pkŽÏù 
|·ÍŠ»yètB 3 Wx‹Î=s% $¨B tbrã•ä3ô±s? 
ÇÊÉÈ  
”Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami 
adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu 
bersyukur”. 
uqèd “Ï%©!$# Ÿ@yèy_ ãNä3s9 
uÚö‘F{$# Zwqä9sŒ (#qà±øB$$sù ’Îû 
$pkÈ:Ï.$uZtB (#qè=ä.ur `ÏB 
¾ÏmÏ%ø—Íh‘ ( Ïmø‹s9Î)ur 
â‘qà±–Y9$# ÇÊÎÈ   
”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala 
penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah 
kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (QS. Al-Mulk (67): 15). 
$uZù=yèy_ur u‘$pk¨]9$# 
$V©$yètB ÇÊÊÈ   
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”Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan” (QS. An-Naba’ (78): 11). 
#sŒÎ*sù ÏMuŠÅÒè% äo4qn=¢Á9$# 
(#rã•Ï±tFR$$sù ’Îû ÇÚö‘F{$# 
(#qäótGö/$#ur `ÏB È@ôÒsù «!$# 
(#rã•ä.øŒ$#ur ©!$# #ZŽ•ÏWx. 
ö/ä3¯=yè©9 tbqßsÎ=øÿè? ÇÊÉÈ   
”Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. 
(QS. Al-Jum’ah (62): 10). 
Selain itu dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dikemukakan 
bahwa pada suatu waktu, beberapa orang sahabat Rasulullah saw. Melihat seorang 
laki-laki rakus dalam mendapatkan hartanya. Kejadian itu diketahui Rasulullah. 
Rasulullah bersabda bahwa sikap rakus yang demikian, jika dilakukan atas nama 
Allah tentulah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Selanjutnya 
Rasulullah bersabda  kepada sahabat-sahabatnya   
Ketahuilah bahwa jika dia berusaha (mendapatkan rezeki) untuk keperluan 
kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka, maka dia berusaha karena 
Allah. Jika dia berusaha untuk mendapatkan rezeki guna kepentingan orang-
orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, dia berusaha karena Allah. 
Bahkan jika dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dia 
berusaha karena Allah. Allah Maha besar dan Agung. (Muhammad Nejatullah 
Siddiqi, 1991 : 10). 
Berdasarkan ungkapan Al Qur’an dan hadits tersebut juga menunjukan bahwa 
harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan 
kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak 
menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi, 
sejalan dengan ungkapan ”sungguh kefakiran itu mendekati kepada kekafiran” 
Hadits Riwayat Al Bukhari. 
Namun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin 
ekonomi yang melahirkan budaya mengejar kebutuhan duniawi saja. Kegiatan 
ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu. 
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Rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka sangat dicela. 
Untuk itu Al Qur’an dan hadits mengingatkan. 
óÚÌ•ôãr'sù `tã `¨B 4’¯<uqs? `tã 
$tRÌ•ø.ÏŒ óOs9ur ÷ŠÌ•ãƒ žwÎ) 
no4quŠysø9$# $u‹÷R‘‰9$# ÇËÒÈ   
”Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan 
Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi”(QS. An-Najm: 29). 
`tB šc%x. ß‰ƒÌ•ãƒ y^ö•ym 
Íot•ÅzFy$# ÷ŠÌ“tR ¼çms9 ’Îû 
¾ÏmÏOö•ym ( `tBur šc%x. ß‰ƒÌ•ãƒ 
y^ö•ym $u‹÷R‘‰9$# ¾ÏmÏ?÷sçR 
$pk÷]ÏB $tBur ¼çms9 ’Îû 
Íot•ÅzFy$# `ÏB A=ŠÅÁ¯R ÇËÉÈ   
”Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah 
keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia 
Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya 
suatu bahagianpun di akhirat”(QS. As-Syurah: 20). 
¨bÎ) ©!$# ã@Åzô‰ãƒ tûïÏ%©!$# 
(#qãZtB#uä (#qè=ÏHxåur 
ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ;M»¨Zy_ “Ì•øgrB 
`ÏB $pkÉJøtrB ã•»pk÷XF{$# ( 
tûïÏ%©!$#ur (#rã•xÿx. 
tbqãè-FyJtFtƒ tbqè=ä.ù'tƒur 
$yJx. ã@ä.ù's? ãN»yè÷RF{$# 
â‘$¨Y9$#ur “Yq÷WtB öNçl°; ÇÊËÈ   
”Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal saleh ke 
dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. dan orang-orang kafir 
bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. dan 
Jahannam adalah tempat tinggal mereka” (QS. Muhammad: 12). 
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Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Muhammad 
Nejatullah Ash Siddiqi (1991: 9) dikemukakan,  
Demi Allah, aku tidak menghawatirkan kemiskinanmu, tetapi lebih 
menghawatirkan akan kemewahan duniawi yang kamu peroleh. Lalu kamu 
saling berlomba mengadakan persaingan di antara sesamamu sebagaimana 
telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu dan telah diberikan 
kemewahan juga. Hal itu akan membinasakan kamu sebagaimana ia telah 
membinasakan mereka. (Shurawardi K.Lubis, 2000: 1-3) 
Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah merupakan perwujudan dari 
paradigma Islam. Pengembangan ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah 
bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, 
tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai 
kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi 
yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur 
hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di 
dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-
mata umat Muslim tetapi, seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman 
hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah 
di dunia, tetapi juga dapat memenuhi ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat 
nanti. Jadi harus ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia 
dengan kebutuhan untuk akhirat.  
Menurut Islam, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan hukum syara’. 
Artinya, ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan atau dengan 
kata lain harus ada etika. Kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang 
bertujuan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat adalah merupakan ibadah 
kepada Allah S.W.T. Semua kegiatan dan apapun yang dilakukan di muka bumi, 
kesemuannya merupakan perwujudan ibadah kepada Allah S.W.T. Dalam Islam, 
tidak dibenarkan manusia bersifat sekuler yaitu, memisahkan kegiatan ibadah/ 
uhrowi’ dan kegiatan duniawi.(http://amriamir.files.wordpress.com/2008 
/09/sistem-ekonomi-syariah.pdf (18 Maret 2009 pukul 16.13 WIB)). 
Oleh karena hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat 
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senantiasa mengalami perubahan maka hukum Islam perlu dan bahkan harus 
mempertimbangkan perubahan (modernitas) yang terjadi di masyarakat tersebut, 
hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam 
setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu. Dalam teori hukum 
Islam kebiasaan dalam masyarakat (yang mungkin saja timbul sebagai akibat 
adanya modernitas) dapat dijadikan sebagai hukum baru (al-‘Adah Muhakkamah) 
selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. 
Perubahan dalam masyarakat memang menuntut adanya perubahan hukum. 
Soekanto menyatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum 
dan perubahan masyarakat dalam fenomena nyata. Dengan kata lain 
perubahan masyarakat akan melahirkan tuntutan agar hukum (hukum Islam) 
yang menata masyarakat ikut berkembang bersamanya. (http://pa-
wonosari.net/asset/pengrh modernitas.pdf (18 Maret 2009 pukul 13.15 WIB)). 
Gambaran tentang kemampuan syariat Islam dalam menjawab tantangan 
modernitas dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip syariat Islam 
diantaranya adalah prinsip yang terkait dengan mu’amalah dan ibadah. Dalam 
bidang mu’amalah hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali apabila ada dalil 
yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang. Sedangkan dalam bidang ibadah 
hukum asalnya adalah terlarang kecuali ada dalil yang mendasarinya. 
Berdasarkan prinsip di atas dapat dipahami bahwa modernisasi yang terkait 
dengan segala macam bentuk mu’amalat diizinkan oleh syariat Islam selama tidak 
bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam. Berbeda dengan bidang 
muamalah, hukum Islam dalam bidang ibadah tidak terbuka kemungkinan adanya 
modernisasi, melainkan materinya harus berorientasi kepada nash Al Qur’an dan 
Hadis yang telah mengatur secara jelas tentang tata cara pelaksanaan ibadah 
tersebut. Namun modernisasi dalam bidang sarana dan prasarana ibadah mungkin 
untuk dilakukan. (http://pa-wonosari.net/asset/pengrhmodernitas.pdf (18 Maret 
2009 pukul 13.15 WIB)). 
Dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga memberi peluang untuk 
berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahan di 
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era globalisasi ini. Berbagai jenis transaksi  telah muncul dan menyebar keseluruh 
penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa jenis transaksi antara lain Multi 
Level Marketing (MLM), Waralaba (franchise), Perniagaan Secara Elektronik 
(Electronic Commerce), Electronic Fund Transfer (EFT), Kartu Kredit (Credit 
Card), dll. Banyak jenis transaksi baru yang ditawarkan dan juga menjanjiakan 
keuntungan yang berlipat ganda. Di samping itu, terdapat pula ketentuan-ketentuan 
hukum yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk menertibkan kegiatan-
kegiatan bisnis modern tersebut secara konvensional.  
Satu dari beberapa jenis transaksi modern yang disebutkan di atas, dapat 
diketahui Waralaba (franchise) belakangan ini merupakan metode dalam 
menjalankan bisnis yang menjadi tren perkembangan bisnis. Investasi yang 
memberikan kemudahan bagi terwaralaba (franchisee) menjadikan waralaba 
sebagai bisnis yang dipilih untuk memulai usaha. 
Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk 
memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau 
penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan 
berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka 
penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa (Peraturan Pemerintah No. 42 
Tahun 2007 tentang Waralaba). 
Investasi di bisnis waralaba, dengan cara membeli merek dagang yang sudah 
sangat terkenal, menjadi tren dalam dunia investasi. Bahkan tawaran waralaba 
semakin beragam dan inovatif. Baik dari segi produknya maupun nilai 
investasinya. Di antara banyak pilihan investasi, dimana salah satunya yaitu 
tabungan deposito, diluar dari tabungan deposito investasi di sektor waralaba terus 
berkembang, baik skala kecil maupun besar. Pilihan waralaba yang tepat bisa 
menjadi mesin uang. Untuk memulai bisnis waralaba mesti mengeluarkan dana 
tunai minimal dua ratus juta rupiah. Bila dibandingkan dengan investasi lain, 
waralaba setidaknya tidak akan membuat pelaku usahanya menjadi kerepotan. 
Biasanya waralaba yang dijual sudah mempunyai sistem yang bagus. Begitu pun 
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soal promosi, pelaku usaha bisnis waralaba tidak perlu mengeluarkan biaya 
promosi besar karena rata-rata waralaba yang diperjual-belikan itu sudah 
mempunyai merek sangat kuat. Istilahnya, kalau kita membeli satu waralaba, 
tinggal duduk, uang mengalir ke tangan pelaku usaha setiap hari. Tetapi kalau 
masuk ke waralaba, tetap harus cermat menentukan pilihan. Ndandung, misalnya, 
yang membeli tiga waralaba Primagama, mengaku ada juga yang gagal, karena 
salah lokasi dan tidak laku. (Media Indonesia. Investasi Waralaba Tawarkan 
Prospek Usaha. Kamis, 27 November 2008 Halaman 21. Kolom 1-2.) 
Kegiatan Bisnis yang menguntungkan ini dalam perkembangannya menjadi 
kegiatan usaha yang memiliki prospek usaha untuk konsep bisnis waralaba. 
Terdapat beberapa contoh kemudahan dan hasil dari kegiatan bisnis waralaba, salah 
satu contoh usaha waralaba yang berhasil yaitu. Tela-tela misalnya, Jenis produk 
waralaba terbaru yang sedang berkembang pesat ini hanya membutuhkan dana 
sebesar Rp 5.000.000,- langsung bisa menjalankan bisnis itu. Tela-tela adalah satu 
produk waralaba yang mencoba menjadikan produk ketela pohon, yang selama ini 
terkesan makanan bagi masayarakat pedesaan, menjadi makanan ringan yang gurih 
dan sangat diminati oleh masyarakat kota. Tela-tela jadi sangat diminati akibat 
kemampuannya menyajikan makanan yang bercita rasa kota bagi masyarakat 
kebanyakan. Omset per hari dari produk ini bisa mencapai Rp1.000.000 per malam. 
Selain tela-tela banyak model waralaba yang bisa dibeli siapa pun yang ingin 
berinvestasi. Bagi yang berminat memulai usaha di dunia lembaga pendidikan, 
Primagama bisa menjadi pilihan usaha dengan cara waralaba. Untuk yang berminat 
di sektor ritel, usaha waralaba seperti Indomart dan Alfamart bisa jadi pilihan. 
Hanya saja usaha tersebut membutuhkan dana yang lebih besar. (Media Indonesia. 
Investasi Waralaba Tawarkan Prospek Usaha. Kamis, 27 November 2008 Halaman 
21. Kolom 1-2.) 
Di lain sisi, walaupun harus menembus gejolak ekonomi yang naik dan turun, 
sistem ini terus menyebar keseluruh dunia dengan pesat. Hal ini umumnya 
disebabkan karena dalam Sistem Waralaba, semua pihak mendapatkan keuntungan 
(Pembeli, Terwaralaba (franchisee), Pewaralaba (franchisor), tentunya bila melalui 
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sistem yang benar dan tepat. Namun, dengan konsep bisnis waralaba kemudian 
muncul suatu masalah yang berkaitan dengan kemudahan, sistem dan keuntungan 
serta riba’ tidaknya hasil yang didapat bila konsep bisnis waralaba tersebut 
dipandang berdasarkan ketentuan hukum islam. 
Sedangkan untuk melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama 
Islam, perlu dikaji kejelasan hukum dari transaksi tersebut dipandang dari sudut 
hukum Islam. Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat manusia ini, pada dasarnya 
disyariatkan Tuhan untuk mengatur tata kehidupan mereka di dunia ini, baik dalam 
masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengetahui mengenai perkembangan eksistensi hukum Islam, khususnya tentang 
konsep bisnis waralaba dalam penulisan hukum yang berjudul ”TINJAUAN 
KONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISE) BERDASARKAN 
KETENTUAN HUKUM ISLAM”. 
B. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan 
masalah agar dapat memeberikan gambaran yang jelas dan memudahkan 
pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki. 
Dalam hal ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Ditinjau Dari Prespektif 
Hukum Islam? 
2. Bagaimanakah Konsep Hukum Islam Menghadapi Laju Dinamika Transaksi 
Bisnis Modern? 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang 
hendak dicapai. Dan suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan 
tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 
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1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui konsep bisnis waralaba (franchise) ditinjau dari 
prespektif hukum Islam  
b. Untuk mengetahui konsep hukum Islam menghadapi laju dinamika 
Transaksi Bisnis Modern. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Tujuan subjektif dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan 
dan wawasan penulis di bidang hukum Islam dan konsep bisnis waralaba 
pada khususnya. 
b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan 
dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan kegunaan yang 
dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan 
sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum 
masyarakat pada khususnya. 
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang 
karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan 
datang. 
2. Manfaat Praktis  
a. Diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan 
pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti. 
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b. Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis 
sekaligus untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi 
di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 
beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisanaya. Yang 
diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut 
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 
Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu 
menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi 
merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986: 7). Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
 
2. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah 
penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara 
sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan 
masalah yang diteliti. 
3. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian 
yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala 
atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 
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suatu gejala dengan gejala lain (Soerjono Soekanto, 1986:10). Dalam 
penelitian ini penulis menggambarkan secara jelas mengenai pandangan 
hukum Islam berkaitan dengan konsep bisnis waralaba. 
4. Pendekatan Penelitian 
Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, maka pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, 
pendekatan analitis, pendekatan kasus, pendekatan filsafat, pendekatan 
historis, dan pendekatan perbandingan (Jhony Ibrahim, 2006 : 443). Nilai 
ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang 
diteliti sangat tergantung cara pendekatan atau (approach) yang digunakan 
(Jhony Ibrahim, 2006 : 299). 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian 
normatif. Dalam kaitan dengan penelitian normatif, digunakan pendekatan 
konsep (conceptual approach). Konsep dalam pengertian relevan adalah 
unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang 
studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan 
dari hal-hal yang particular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah 
memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis 
dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut tertentu (Peter Mahmud 
Marzuki, 2008: 94). 
Dalam penelitian hukum ini, penulis bermaksud menjadikan waralaba 
sebagai objek konsep yang diteliti dari sudut pandang hukum Islam yang 
memiliki konsep tersendiri tentang bisnis dan konsep dari waralaba. Apakah 
konsep bisnis waralaba telah sesuai dengan teori hukum Islam ataukah tidak. 
Tujuan dari penggunaan pendekatan konsep ialah memunculkan objek-
objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut 
pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu, berkat itu konsep-
konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan obyek-obyek tertentu 
kemudian ditentukan arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam 
proses pikiran (Jhony Ibrahim, 2006 : 206). 
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5. Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-
keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, 
buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang 
berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.   
6. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi : 
a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari: 
1) Al Quran 
2) Hadits 
3) Ijtihad 
4) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah 
para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, 
dan makalah 
c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan hukum yang 
bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa 
Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
Kamus Arab Indonesia dan lainnya (Burhan Ashofa 2001:104)  
7. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Soerjono Soekanto, teknik pengolahan data adalah 
bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk 
memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-
baiknya (Soerjono Soekanto, 1986 : 46). Teknik pengumpulan data yang 
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dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dukumen atau 
bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis lakukan 
dengan usaha-usaha pengumpulan data terkait dengan eksistensinya bisnis 
waralaba menurut ketentuan hukum Islam dengan cara mengunjungi 
perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-
buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah dan 
sebagainya yang berkaitan erat dengan konsep bisnis waralaba ditinjau dari 
ketentuan hukum Islam. 
8. Analisis Data 
Penulis akan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yaitu 
suatu teknik penelitian untuk membuat interfensi-interfensi yang dapat 
ditiru (replicable) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. 
Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data 
ilmiah (bahan hukum). Menurut Ole R. Holsti sebagaimana dikutip oleh 
Soerjono Soekanto, content analysis sebuah teknik penelitian untuk 
membuat intervensi-intervensi dengan mengidentifikasi secara sistematik 
dan obyektif karakteristik-karakteristik khusus ke dalam sebuah teknik. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru penulisan hukum maka penulis 
menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum 
ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi kedalam sub-sub bagian yang 
dimaksudkan untuk memudahkan pemahman terhadap keseluruhan hasil penelitian 
ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut: 
BAB I   PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini diuraikan mengenai : 
F. Latar Belakang Masalah 
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G. Rumusan Masalah 
H. Tujuan Penelitian 
I. Manfaat Penelitian 
J. Metode Penelitian 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
C. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam 
2. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
a. Tinjauan tentang Hukum Islam 
1. Pengertian Hukum Islam. 
 Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata Hukum dan Islam. 
Kedua kata itu secara terpisah dapat ditemui dalam Al Quran dan dalam 
bahasa Arab. Kata-kata Hukum Islam dalam khazanah fiqh Islam dan dalam 
Al Quran dan sunnah tidak ditemui. Hukum Islam hanya dikenal dalam 
bahasa Indonesia, sudah terpakai dan memasyarakat. Untuk memahami 
pengertian Hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu pengertian hukum 
secara sederhana, yaitu; ”Seperangkat peraturan tentang tingkah laku 
manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang 
diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh 
anggotanya”. Bila dikaitkan dengan definisi hukum ini dengan Islam atau 
syara’, maka Hukum Islam berarti : ”Seperangkat peraturan berdasarkan 
wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf 
yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam” (Rifyal 
Ka’bah, 2004 : 2). 
Pengertian hukum Islam dalam konteks sistem hukum Islam adalah 
berkisar tentang kaidah yang dikenal dengan ahkamul khomsah (lima 
penggolongan hukum). Ahkamul khomsah tersebut meliputi hukum haram, 
wajib, mubah, makruh dan sunah. Penggolongan kategori hukum tersebut 
lebih sering dipakai dalam terminologi fiqh Islam. Mislanya hukum sholat 5 
waktu adalah wajib, sedangkan hukum sholat dhuha  adalah sunah. Hanya 
saja, pengertian hukum Islam yang diangkat ini tidak terbatas pada ahkamul 
khomsah seperti contoh di atas semata.akan tetapi yang dimaksud hukum 
Islam adalah sebuah sinonim dari istilah hukum syariat, hukum syara’atau 
syariat Islam. Pengertian hukum Islam sejajar dengan hukum umum. Dalam 
17 
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konteks hukum perdata, maka hukum Islam sejajar dengan hukum pedata 
tersebut. Dalam konteks hukum pidana, administrasi negara, tata negara dan 
yang lainnya, maka hukum islam dalam hal ini adalah sejajar dengan istilah 
atau pengertian tersebut. 
Dalam konteks hukum Islam yang bermakna luas tersebut yang 
terwakili dalam istilah hukum syariat Islam, oleh Rifyal Ka’bah 
disebutkan bahwa syariat Islam mempunyai tiga pengertian. Pertama, 
sebagai keseluruhan agama yang dibawa agama yang dibawa oleh 
Nabi Muhammad SAW. Kedua, keseluruhan nushush (teks-teks) 
Quran dan Sunnah yang merupakan nilai-nilai hukum yang berasal 
dari wahyu Allah. Ketiga, pemahaman para ahlli terhadap hukum 
yang berasal dari wahyu Allah dan hasil ijtihad yang berpedoman 
pada wahyu (Rifyal Ka’bah, 2004 : 4). 
Didalam literature barat dikenal istilah “Islamic law” yang secara 
harfiah dapat disebut hukum Islam, Islamic law disini berarti : keseluruhan 
kitab Allah SWT yang mengatur kehidupan setiap muslim dari segala 
aspeknya. Muhammad syah di dalam bukunya mengutip pendapat dari 
Hasbi memberi definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya para ahli 
hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat” (Rifyal 
Ka’bah, 2004 : 8). 
Sampai saat ini tidak ada sarjana yang dapat mendefinisikan hukum 
secara tepat, jika hukum diartikan sebagai seperangkat aturan maka bila 
hukum dihubungkan dengan dengan Islam atau syara maka hukum Islam 
akan berarti : seperangkat aturan berasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah 
rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 
berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam  (Rifyal 
Ka’bah, 2004 : 8) 
Kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara 
terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat. Kata berdasarkan wahyu 
Allah SWT dan sunnah rasul menjelaskan bahwa peraturan itu digali dari 
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dan berdasarkan kepada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul atau yang 
lebih popular disebut dengan syari’at. 
Kata-kata tingkah laku mukallaf berarti bahwa hukum Islam mengatur 
tindakan lahir dari manusia yang telah dikenai hukum peraturan tersebut 
berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini 
kebenaran wahyu dan sunnah nabi tersebut yang dimaksud dalam hal ini 
adalah umat Islam 
Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam 
adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah SWT dengan demikian 
hukum Islam menurut ta’rif ini mencakup hukum syara dan hukum fiqh 
karena arti syara dan fiqh terkandung didalamnya. 
Secara umum, maka pengertian hukum Islam adalah segala hukum 
yang berasal dari sang Pembuat hukum atau syari (pembuat aturan)yaitu 
Allah SWT dan Muhammad SAW. Sedangkan dalam pngertian syariat 
Islam yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa pengertian tersebut adalah 
pengertian syariat islam secara sempit yang berarti pemahaman fiqh oleh 
para ulama fiqh (Rifyal Ka’bah, 2004: 4). Kesimpulannya, antara syariah 
Islam dan fiqh terletak perbedaan yang mendasar. Syariat Islam dipahami 
sebagai aturan yang disepakati bersama oleh Al Quran dan As Sunnah 
sedangkan fiqh adalah pemahaman ulama terhadap syariat tertentu. 
Sehingga dalam pengertian fiqh, maka telah lazim muncul istilah madzhab 
atau kelompok, seperti madzhab Syafii, Hambali, dsb (Rifyal Ka’bah, 
2004:43). Syariat Islam tidak mengenal madzhab tetapi hanya mengenal 
satu pemahaman saja, seperti pemahaman bahwa Syariat islam hukum 
wajib untuk shalat adalah 5 waktu, bahwa mencuri hukumannya adalah 
potongan tangan dan seterusnya. Tidak ada dan tidak boleh ada pemahaman 
bahwa shalat 5 waktu itu sunnah dan hukuman dari mencuri adalah 
dibunuh. Sedangkan wilayah fiqh, tergambarkan dalam contoh semisal 
bagaimana aturan shalat yang benar. 
2. Asas Asas Hukum Islam 
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Azas-azas Hukum Islam Azas secara etimologi memiliki makna 
adalah dasar, alas, pondasi (M Ali Hasan, 2003 : 18). Adapun secara 
terminologinya Hasbi Ash-Shiddiqie mengungkapkan bahwa hukum Islam 
sebagai hukum yang lain mempunyai azas dan tiang pokok yaitu :  
1) Azas Nafyul Haraji : meniadakan kepicikan, artinya hukum Islam dibuat 
dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. 
Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikitpun sehingga tidak ada 
tantangan, sehingga tatkala ada kesukaran yang muncul bukan hukum 
Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum Rukhsah.  
2)  Azas Qillatu Taklif : tidak membahayakan taklifi, artinya hukum Islam 
itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan.  
3)  Azas Tadarruj : bertahap (gradual), artinya pembinaan hukum Islam 
berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan 
perkembangan manusia.  
4) Azas Kemuslihatan Manusia : Hukum Islam seiring dengan dan 
mereduksi sesuatu yang ada dilingkungannya.  
5)  Azas Keadilan Merata : artinya hukum Islam sama keadaannya tidak 
lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.  
6)  Azas Estetika : artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk 
mempergunakan/memperhatiakn segala sesuatu yang indah.  
7) Azas Menetapkan Hukum Berdasar Urf yang Berkembang Dalam 
Masyarakat : Hukum Islam dalam penerapannya senantiasa 
memperhatikan adat/kebiasaan suatu masyarakat.  
8) Azas Syara Menjadi Dzatiyah Islam : artinya Hukum yang diturunkan 
secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para filusuf 
untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan 
pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai 
dengan perkembangan peradaban manusia. 
(www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20islam 
/PRINSIP%20HUKUM%20ISLAM.pdf (13 April 2009 pukul 11.11 
WIB)). 
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Asas hukum Islam berasal dari Al Qur’an dan sunah nabi Muhammad 
saw baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat asas hukum 
itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk 
itu. Asas-asas tersebut beberapa diantaranya adalah: 
i. Asas Keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas 
dalam bidang hukum Islam, didalam Al Qur’an Allah SWT 
mengungkapkan kata ini lebih dari 1000 kali, terbanyak disebut setelah 
kata Allah SWT dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat alquran yang 
memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan 
diantaranya adalah surat Shadd (38) ayat 26 yang artinya:  
Hai Daud sesunguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) 
di muka bumi maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia 
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia 
akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya 
orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab 
yang berat, karena mereka melupakan hari penghitungan. Allah 
SWT memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi 
saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua ataupun 
keluarga dekat. Berdasarkan semua itu bahwa keadilan adalah asas, 
yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam. 
ii. Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada 
satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan 
peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan 
Al Qur’an Surat Al Isra (17) ayat 15 dan Al maidah (5) ayat 95 
iii. Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan 
kepastian Hukum yang telah disebutkan diatas. Dalam melaksanakan 
asas keadilan dan kepastian Hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas 
kemanfaatannya baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada 
kepentingan masyarakat. Dalam menetapkan ancaman hukuman mati 
kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan misalnya, dapat 
dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa 
sandiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang dijatuhkan lebih 
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bermanfaat kepada kepentingan masyarakat maka hukuman itulah yang 
dijatuhkan. Namun, bila tidak dijatuhkan hukuman mati karena 
pembunuhan yang dimaksud secara tidak sengaja maka dapat diganti 
dengan denda yang dibayarkan kepada keluarga korban. Asas ini 
berdasarkan surat Al Baqoroh (2) ayat 178 (Zainudin Ali 2007: 2-5) 
Selain asas asas utama diatas masih banyak asas dalam Hukum 
Islam yang lebih khusus seperti asas Hukum pidana, asas Hukum 
perdata, tata Negara dan lain-lain 
b. Tinjauan tentang Ekonomi Islam 
a. Istilah Ekonomi Syariah 
Definisi umum dari istilah bisnis atau perusahaan adalah suatu entitas 
ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat ekonomi dan sosial. 
Tercapainya tujuan ekonomi dan sosial dari kegiatan bisnis, secara ideal 
perlu didukung oleh semua pihak, baik secara langsung maupun tidak 
langsung berjasa dalam meraih keuntungan bisnis secara layak. Hal ini 
muncul dengan alasan bahwa keuntungan yang diperoleh bisnis, secara 
logis disebabkan karena jasa pihak lain terkait. Dengan kata lain, 
pencapaian tujuan bisnis terwujud karena telah didukung oleh sumber daya 
manusia dan non manusia. Sumber daya inilah yang disebut stakeholder 
(versi Islam sebagai pemegang amanah dar Allah). 
Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas bisnis 
selayaknya dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan 
maksud yang lebih luas, dan komperhensif begi keseluruhan pihak yang 
terkait, baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. Baik yang terkait dengan 
sang pencipta sebagai pemilik sumber daya meupun kepada pihak-pihak 
yang memanfaatkan hasil bisnis. 
Sebagai contoh distribusi dan alokasi sumber daya kepada semua pihak 
ini secara implementatif antara lain berbentuk pendapatan para invenstor, 
 xxxvii 
penghasilan pengelola (entrepreneurs), pendapatan gaji atau upah para 
karyawan, penghasilan pemilik sumber daya ekonomi, harga yang 
dibebankan para konsumen dan kontra prestasi pihak-pihak lain yang terkait 
secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini maka semua 
pihak yang terlibat ini baik secara ekonomi maupun sosial memperoleh 
manfaat positif yang berguna bagi keseluruhan pihak terkait. 
Oleh karena itu difinisi secara ringkas dapat dinyatakan bahwa bisnis 
atau perusahaan adalah suatu lembaga atau kumpulan orang yang dengan 
kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship yang dimiliki untuk 
bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait dalam menggunakan dan 
memanfaatkan sumber daya dalam rangka menghasilkan barang atau jasa 
yang bernilai dan berguna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak 
lain atau masyarakat pada umumnya (Muslich, 2007: 38-39). 
b. Maksud dan Tujuan Bisnis Secara Umum 
Pada umumnya diketahui, bahwa orang menyelenggarakan kegiatan 
bisnis bermaksud dan bertujuan untuk memperoleh : 
b. Keuntungan finansial (profit) 
c. Menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan 
d. Kesejahteraan 
e. Eksistensi 
f. Pertumbuhan (growth) 
g. Prestise (prestige) 
Keuntungan financial atau laba (profit) berarti kelebihan 
penghasilan (revenue) di atas biaya yang harus dikeluarkan oleh bisnis. 
Profit yang diperoleh akan dapat dipergunakan sebagai alat dan sarana, 
antara lain: untuk memajukan dan semakin meningkatkan omzet 
penjualan. Jadi, profit merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan 
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lain yaitu menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan, meningkatkan 
kesejahteraan bersama, memajukan eksistensi pertumbuhan dan 
prestise.  
Konsepsi kegiatan bisnis adalah mengacu pemberian manfaat pada 
semua pihak untuk memperoleh manfaat baik ekonomi (Muslich, 2007: 
38-39). 
c. Peran Bisnis dalam Sistem Bisnis 
Sebagaimana diketahui bahwa sistem bisnis melibatkan sejumlah pihak 
yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak-
pihak yang terkait dapat disebutkan antara lain : pemilik perusahaan, 
kontributor dana peminjam, para pemasok, pelanggan, karyawan atau yang 
bisan disebut dengan stakeholder. 
Secara umum dan konvensional, substansi peran yang dimainkan oleh 
kegiatan bisnis antara lain  
1) Pengadaan barang atau jasa 
2) Penciptaan nilai tambah (value added) 
3) Penciptaan lapangan kerja 
4) Penciptaan manfaat baru 
5) Pengelola sumber daya ekonomi 
Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa bisnis merupakan salah satu 
sub sistem di dalam sistem ekonomi dan sosial. Di dalam sistem bisnis pasti 
membutuhkan interaksi dengan sosialnya sebagai suatu sistem sosial. Oleh 
karena itu, sistem bisnis tak bisa lepas bahkan sangat terkait, dan bahkan 
dalam banyak hal saling interdependensi dengan sistem sosialnya. Seperti 
diketahui bahwa kegiatan bisnis terdiri dari kegiatan produksi dan 
pengadaan barang atau jasa. Di dalamnya ada tahapan pengelolaan input 
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diproses menjadi output. Kemudian output ini dijual karena diperlukan dan 
dibutuhkan oleh masyarakat konsumen. Pada sebagian input atau sumber 
daya ekonomi tertentu yang diperlukan di dalam sistem bisnis juga dapat 
berlangsung transformasi pembentukan nilai tambah pada serangkaian 
proses produksi atau industri ditingkat hulu. 
Dari kerangka konsep sistem bisnis yang terkait dengan pihak-pihak 
yang mendukung di atas, maka proses tranformasi dalam sistem bisnis 
dapat divisualisasikan sebagai berikut 
Tabel 1.1. 
Transformasi Dalam Sistem Bisnis 
Input atau  
sumber daya  
faktor produksi 
Proses 
kelola   
resources 
Output 
barang/jasa 
hasil 
Sumber : Muslich,2007: 38 
Jelas kiranya, bahwa peran bisnis terhadap sejumlah pihak adalah, 
bahwa antara bisnis dan pihak-pihak terkait pasti terdapat hubungan peran 
yang saling dibutuhkan dan membutuhkan. Dalam pengertian, apa yang 
diberikan oleh bisnis dan bisnis dapat memberikan apa terhadap para pihak 
itu. Sebaliknya apa yang diberikan oleh para pihak dapat memberikan apa 
terhadap pelaku bisnis. Jadi, ada ikatan yang  saling dibutuhkan dan 
membutuhkan. (Muslich,2007: 38-39). 
d. Etika Bisnis Islam 
Etika bisnis lahir di Amerika pada tahun 1970 an kemudian meluas ke 
Eropa tahun 1980 an dan menjadi fenomena global di tahun 1990 an jika 
sebelumnya hanya para teolog dan agamawan yang membicarakan masalah-
masalah moral dari bisnis, sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan 
masalah-masalah etis disekitar bisnis, dan etika bisnis dianggap sebagai 
suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang meliputi dunia bisnis di 
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Amerika Serikat, akan tetapi ironisnya justru negara Amerika yang paling 
gigih menolak kesepakatan Bali pada pertemuan negara-negara dunia tahun 
2007 di Bali. Ketika sebagian besar negara-negara peserta 
mempermasalahkan etika industri negara-negara maju yang menjadi sumber 
penyebab global warming agar dibatasi, Amerika menolaknya.  
Jika kita menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan 
positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad 
SAW adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama 
melalui para pedagang muslim. Dalam Al Qur’an terdapat peringatan 
terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan 
dengan cara halal (QS: Al- Baqarah ;275) 
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Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil 
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riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 
di dalamnya. 
Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat 
strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Hal 
ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW: ”Perhatikan oleh mu sekalian 
perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari 
sepuluh pintu rezeki”. Dawam Rahardjo justru mencurigai tesis Weber 
tentang etika Protestantisme, yang menyitir kegiatan bisnis sebagai 
tanggungjawab manusia terhadap Tuhan mengutipnya dari ajaran Islam. 
(http://www.uika-bogor.ac.id/doc/public/etika%20bisnis %20 islam.pdf (18 
Maret 2009 pukul 13.55 WIB)). 
Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu 
sebabnya misi diutusnya Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki 
akhlak manusia yang telah rusak. Seorang pengusaha muslim berkewajiban 
untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup 
Husnul Khuluq. Pada derajat ini Allah akan melapangkan hatinya, dan akan 
membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak 
mulia tersebut, akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan 
praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu dari akhlak yang baik dalam 
bisnis Islam adalah kejujuran (QS: Al Ahzab;70-71).  
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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu 
amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan 
barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah 
mendapat kemenangan yang besar. 
Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa 
terbuka dan transparan dalam jual belinya ”Tetapkanlah kejujuran karena 
sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya 
kebaikan mengantarkan kepada surga”. Akhlak yang lain adalah amanah, 
Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang 
tanggap, dengan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan 
manusia, serta menjaga muamalah nya dari unsur yang melampaui batas 
atau sia-sia. Seorang pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, 
sehingga ia tidak menzholimi kepercayaan yang diberikan kepadanya 
”Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanat (tidak dapat 
dipercaya), dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji, 
pedagang yang jujur dan amanah (tempatnya di surga) bersama para nabi, 
Shiddiqin (orang yang jujur) dan para syuhada”. Sifat toleran juga 
merupakan kunci sukses pebisnis muslim, toleran membuka kunci rezeki 
dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, 
mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal 
”Allah mengasihi orang yang lapang dada dalam menjual, dalam membeli 
serta melunasi hutang”. Konsekuen terhadap akad dan perjanjian 
merupakan kunci sukses yang lain dalam hal apapun sesungguhnya Allah 
memerintah kita untuk hal itu (QS: Al- Maidah;1) 
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”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya.” (QS: Al Isra;34).  
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 “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; 
Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”. 
Menepati janji mengeluarkan orang dari kemunafikan sebagaimana 
sabda Rasulullah ”Tanda-tanda munafik itu tiga perkara, ketika berbicara ia 
dusta, ketika sumpah ia mengingkari, ketika dipercaya ia khianat” dikutip 
dari (http://www.uika-bogor.ac.id/doc/public/etika%20bisnis %20 islam.pdf 
(18 Maret 2009 pukul 13.55 WIB)). 
e. Pengertian Ekonomi Islam 
1) Pengertian Ekonomi Islam 
Ekonomi Islam dalam beberapa aspek dapat dikatakan mirip dengan 
sistem pengaturan ekonomi campuran. Tapi aspek tambahannya adalah 
pada mekanisme sistemnya yang melibatkan peran pelaku ekonomi 
termasuk negara. Di lain pihak secara filosofis pada tataran pelaku 
ekonomi secara individual dilandasi oleh pertanggungjawabannya 
kepada Allah secara vertikal selain secara sosial dan horizontal. Jadi, 
negara secara institusional memiliki peranan yang cukup strategis 
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sebagai pengendali dan pengatur mekanisme para pelaku ekonomi di 
masyarakat. 
Pada sistem ekonomi islam, perangkat utama aspek makronya 
adalah terciptanya sistem bisnis yang islami. Sistem bisnis yang islami 
inilah yang didambakan oleh pelaku ekonomi mikro dalam rangka 
membudayakan sistem pengelolaan bisnis yang berorientasi pada 
kebersamaan dalam kesejahteraan ekonomi bagi semua umat manusia. 
Pengertian ekonomi Islam menurut MM Metwally adalah ilmu yang 
mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat 
Islam yang mengikti Al-qur’an, Hadist Nabi, Ijma’, dan Qiyas (Muslich, 
2007: 38). 
Menurut Umar Chapra pengertian Ekonomi Islam adalah ilmu 
pengetahuan dan aplikasi atas anjuran atau aturan syariah yang 
mencegah ketidak adilan dalam memperoleh sumber daya material 
sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka 
menjalani perintah Allah dan masyarakat (Muslich, 2007: 38). 
Menurut Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam sebagai ilmu 
pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat 
yang diilhami oleh nilai-nilai islam (Muslich, 2007: 39). 
Jadi, jelas bahwa Ekonomi Islam berorientasi pada keadilan dalam 
memperoleh sumber daya dan rizki yang disediakan oleh Allah di muka 
bumi ini dengan pengaturan sesuai dengan nilai dan ajaran Islam bagi 
semua pihak yang terlibat di masyarakat, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. (Muslich, 2007: 39). 
2) Sejarah Ekonomi Islam 
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Sebenarnya aksi maupun pemikiran tentang ekonomi berdasarkan 
islam memiliki sejarah yang amat panjang. Pada sekitar tahun 1911 
telah berdiri organisasi Syarikat Dagang Islam yang beranggotakan 
tokoh-tokoh atau intelektual muslim saat itu, serta ekonomi islam ini 
sesuai dengan pedoman seluruh umat islam di dunia yaitu di dalam Al-
Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 282.   
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka 
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi 
yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah 
itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka 
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 
saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 282) 
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Perkembangan ekonomi islam yang semakin marak ini merupakan 
cerminan dan kerinduan umat islam di Indonesia ini khususnya seorang 
pedagang, berinvestasi, bahkan berbisnis yang secara islami dan 
diridhoi oleh Allah swt. Dukungan serta komitmen dari Bank Indonesia 
dalam keikutsertaanya dalam perkembangan ekonomi islam dalam 
negeripun merupakan jawaban atas gairah dan kerinduan dan telah 
menjadi awalan bergeraknya pemikiran dan praktek ekonomi islam di 
dalam negeri, juga sebagai pembaharuan ekonomi dalam negeri yang 
masih penuh kerusakan ini, serta awal kebangkitan ekonomi islam di 
Indonesia maupun di seluruh dunia, misalnya di Indonesia berdiri Bank 
Muamalat tahun 1992.  
Pada awal tahun 1997, terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang 
berdampak besar terhadap goncangan lembaga perbankan yang berakhir 
likuidasi pada sejumlah bank, Bank Islam atau Bank Syariah malah 
bertambah semakin pesat. Pada tahun 1998, sistem perbankan islam dan 
gerakan ekonomi islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat 
pesat (http://www.e-paper.unair.ac.id/entryfile 
/Perkembangan%20Ekonomi%20Islam%20di%20Indonesia.pdf (18 
Maret 2009 pukul 14.10 WIB)). 
Tabel 1.2. 
Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Islam dalam Sejarah 
Modern 
Sebelum 
1950an 
 
- Barclay Bank membuka cabangnya di Kairo pada tahun 
1890an untuk memproses transaksi keuangan yang 
berhubungan dengan pembngunan terusan Suez. Para ulama 
Islam mengkritik pengoperasian bank tersebut berkaitan 
dengan penggunaan suku bunganya. Kritik ini juga 
menyebar ke wilayah Arab lain. 
- Mayoritas ulama syari’ah mengumumkan bahwa bunga 
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dalam semua bentunya adalah haram dan merupakan bentuk 
Riba 
1950-1960an - Pekerjaan teoritis awal dalam ekonomi Islam dimulai tahun 
1953, ekonom Islam menawarkan gambaran pertama atas 
bank bebas bunga yang berdasarkan pada mudaraba atau 
wakala. 
- Bank Mithgamir di Mesir dan Dana Haji di Malaysia 
dibangun. 
1970an - Bank Komersial Islam pertama, Bank Islam Duabi dibuka 
tahun 1974 
- Bank Pembangunan Islam didirikan tahun 1975 
- Akumulasi pendapatan minyak meningkatkan permintaan 
produk syariah 
1980an - Islamisasi ekonomi di Republik Islam Iran, Pakistan, dan 
Sudan dimana sistem perbankan dokonversikan dengan 
sistem perbankan bebas bunga 
- Peningkatan permintaan menarik intermediasi dan intitusi 
barat 
- Institut Penelitian dan Pelatihan Islam dibangun oleh Bank 
Pembangunan Islam tahun 1981 
- Negara-negara seperti Bahrain dan Malaysia 
mempromosikan perbankan Islami yang diparalelkan dengan 
sistem perbankan konvensional 
1990an - Perhatian diberikan terhadap standard perhitungan dan 
kerangka peraturan. Organisasi Akuntansi dan Audit untuk 
Institusi Keuangan Islam didirikan 
- Asuransi Islam (Takaful) diperkenalkan 
- Dana Permodalan Islam didirikan 
- Index Islam Dow Jones dan Index FTSE syari’ah 
dekembangkan 
2000- - Layanan Keuangan Islami didirikan untuk mengatasi 
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sekarang 
 
pengaturan dan pengawasan, dan isu pengaturan perusahaan 
pada industri keuangan Islam. 
- Sukuks (obligasi Islam) diluncurkan/diresmikan. 
Sumber : images.fatikulhimami.multiply.com/attachment/0/SQ69OQoKC EcAA 
EDozNY1/Bab%201.pdf?nmid=129525 
c. Tinjauan tentang Waralaba 
a. Pengertian Waralaba 
Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak 
untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual 
atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu 
imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam 
rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa (Peraturan 
Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba). 
Franchise menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia (ENI) adalah 
sebagai berikut : 
Suatu bentuk kerjasama manufaktur atau penjualan antara pemilik 
franchise dan pembeli franchise atas dasar kontrak dan pembayaran 
royalty. Kerjasama ini meliputi pemberian lisensi atau hak pakai oleh 
pemegang franchise yang memiliki nama atau merek, gagasan, proses, 
formula, atau alat khusus ciptaannya kepada pihak pembeli franchise 
disertai dukungan teknis dalam bentuk manajemen, pelatihan, promosi 
dan sebagainya. Untuk itu, pembeli franchise membayar hak pakai 
tersebut disertai royalty, yang pada umumnya merupakan persentase 
dari jumlah penjualan (Syahmin AK, 2006 : 207-208). 
b. Unsur-Unsur Waralaba 
Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk 
memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau 
penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu 
imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam 
rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. (Peraturan 
Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba). 
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Usaha waralaba sebenarnya telah lama ada di Eropa dengan nama 
franchise. Pengertian waralaba dapat diambilkan dari pengertian 
franchishing. Franchising (kadangkala disebut orang perjanjian franchisee 
untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis dibidang 
perdagangan/jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan 
termasuk identitas perusahaan (logo, merek dan desain perusahaan, 
penggunaan rencana pemasaran serta pemberian bantuan yang luas, 
waktu/saat/jam operasional, pakaian usaha atau ciri pengenal bisnis 
dagang/jasa milik franchisee sama dengan kekhasan usaha atau bisnis 
dagang/jasa milik franchisor.  
Rumusan yang mengatakan perjanjian franchising adalah suatu 
perjanjian dimana franchisee menjual produk atau jasa sesuai dengan cara 
dan prosedur yang telah ditetapkan oleh franchisor yang membantu melalui 
iklan, promosi, dan jasa-jasa nasihat lainnya. Pada tulisan ini kata 
franshisee diartikan waralaba, dengan demikian rumusan franchising 
tersebut diatas dapat diartikan rumusan waralaba.  
Dari defenisi (rumusan) tersebut diatas, terdapat beberapa unsur tentang 
waralaba (franchise) tersebut, ialah : 
1. Merupakan suatu perjanjian 
2. Penjualan produk/jasa dengan merek dagang pemilik waralaba 
(franchisor). 
3. Pemilik waralaba membantu pemakai waralaba (franchisee) dibidang 
pemasaran, manajemen dan bantuan tehnik lainnya. 
4. Pemakai waralaba membayar fee atau royalti atas penggunaan merek 
pemilik waralaba. 
Ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang 
waralaba ini di Indonesia belum ada, oleh karena itu peraturan yang 
digunakan adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian 
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yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum perdata (disingkat 
K.U.H.Perdata) dan peraturan-peraturan yang mengatur undang-undang 
tentang ketenagakerjaan, dan undang-undang pajak pertambahan nilai dan 
pajak penghasilan, serta undang-undang tentang wajib daftar perusahaan 
(http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-wansa djaruddin.pdf (18 Maret 
2009 pukul 15.30 WIB)). 
B. Kerangka Pemikiran 
Telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa sumber hukum Islam yang 
utama yaitu Al Qur’an dan Hadits, sebagaimana keduanya dijadikan rujukan 
bagi umat muslim dalam mengerjakan dan menjauhi larangan yang 
diperinthakan dari Al Qur’an dan Hadits tersebut. 
Dalam khazanah fiqh islam dan dalam Al Quran serta sunnah tidak 
ditemui Kata-kata Hukum Islam. Hukum Islam hanya dikenal dalam bahasa 
Indonesia, sudah terpakai dan memasyarakat. 
Pengertian hukum Islam dalam konteks sistem hukum islam adalah 
berkisar tentang kaidah yang dikenal dengan ahkamul khomsah (lima 
penggolongan hukum). Ahkamul khomsah tersebut meliputi hukum haram, 
wajib, mubah, makruh dan sunah. Penggolongan kategori hukum tersebut lebih 
sering dipakai dalam terminologi fiqh Islam. Di dalam hukum Islam diatur pula 
ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dari aspek muamalah, 
segala hal yang berkaitan dengan bidang perekonomian.  
Sumber hukum ketiga yang dikenal dengan istilah ijtihad pada 
perkembangannya mempengaruhi pemikiran umat Islam dalam menghadapi 
permaslahan di era globalisasi. Berbagai jenis transaksi modern mulai 
berkembang dan salah satunya transaksi bisnis waralaba. 
Jika ditinjau dari hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an, Hadits 
dan Ijtihad. Maka konsep transaksi bisnis waralaba akan diperoleh kajian 
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apakah konsep bisnis waralaba tersebut sesuai dengan ketentuan atau sumber 
hukum Islam atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam bagan 
berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1. 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
Akidah 
Sumber Hukum 
Islam 
Muamalah 
Bisnis Waralaba 
Akhlak 
Al Qur’an, Hadits, 
Hasil Ijtihad  
1. Bagaimanakah konsep bisnis waralaba (franchise) 
ditinjau dari prespektif hukum Islam? 
2. Bagaimanakah konsep hukum Islam menghadapi 
laju dinamika Transaksi Bisnis Modern? 
Syari’ah 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
a. Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Ditinjau Dari Prespektif Hukum 
Islam 
a. Pengertian Waralaba 
Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak 
untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan 
intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain 
dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak 
lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan 
atau jasa (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba). 
Franchise menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia (ENI) adalah 
sebagai berikut : 
Suatu bentuk kerjasama manufaktur atau penjualan antara pemilik 
franchise dan pembeli franchise atas dasar kontrak dan 
pembayaran royalty. Kerjasama ini meliputi pemberian lisensi 
atau hak pakai oleh pemegang franchise yang memiliki nama atau 
merek, gagasan, proses, formula, atau alat khusus ciptaannya 
kepada pihak pembeli franchise disertai dukungan teknis dalam 
bentuk manajemen, pelatihan, promosi dan sebagainya. Untuk itu, 
pembeli franchise membayar hak pakai tersebut disertai royalty, 
yang pada umumnya merupakan persentase dari jumlah penjualan 
(Syahmin AK, 2006 : 207-208). 
b. Sejarah Perkembangan Waralaba 
Perkembangan dari Sistem Waralaba baru berkembang secara pesat 
dalam kurun 25 tahun belakangan ini, sehingga masih dianggap baru. 
Tetapi pada kenyataannya, sistem ini telah ada sejak abad ke 13, 
walaupun dalam bentuk yang lain, dimana Waralaba adalah pemberian 
suatu “hak kependudukan dan hak memilih yang terbatas” dari 
“Penguasa area” kepada seseorang atau lebih. Dengan mendapatkan hak 
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tersebut, mereka diharuskan membayar kepada Penguasa / pemberi hak, 
dan pembayaran tersebut diistilahkan Royalty, dan istilah ini masih 
dipakai hingga sekarang. Di Indonesia, Waralaba masih merupakan 
istilah yang baru. Sistem Waralaba di Indonesia dirintis oleh salah 
satunya adalah Coca Cola Bottling kira-kira 30 tahun yang lalu, dimana 
mereka berperan sebagai Terwaralaba dengan memegang Master 
Franchisee untuk menjadi Pewaralaba di Indonesia, tetapi belum pernah 
dijalankan. Sedangkan Pewaralaba pertama di Indonesia antara lain 
dirintis oleh Widyaloka (kursus komputer) lebih kurang 20 tahun yang 
lalu.  
Sebenarnya, Pewaralabaan dimulai di Amerika pada tahun 1860-an, 
dimulai dengan perusahaan mesin jahit merk Singer yang menggunakan 
operator jahit (penjahit) lepas (independent) dalam memasarkan mesin 
jahitnya. Hal serupa dilakukan juga oleh perusahaan/industri mobil 
dalam menjual mobilnya dan toko minuman keras. Kemudian 
perusahaan-perusahaan besarpun mengikuti jejak mereka, misalnya 
perusahaan minyak (khususnya stasiun pompa bensin), minuman ringan 
(soft drink), aksesoris mobil, dan lain-lain.  
Penjualan barang dan jasa di Amerika melalui sistem ini, yang 
terdiri dari lebih 500.000 outlet Terwaralaba, diprediksikan tahun ini 
akan mencapai 900 juta dolar Amerika, yang mana merupakan lebih 
dari sepertiga total hasil penjualan ritel di Amerika. Juga diprediksikan 
akan segera mencapai milyaran dolar, dimana berarti secara rata-rata 
dari setiap satu orang Amerika, mereka akan membelanjakan dua dollar 
dari setiap pengeluaran rata-ratanya di outlet Terwaralaba.  
Di lain sisi, walaupun harus menembus gejolak ekonomi yang naik dan 
turun, sistem ini terus menyebar keseluruh dunia dengan pesat. Hal ini 
umumnya disebabkan karena dalam Sistem Waralaba, semua pihak 
mendapatkan keuntungan (Pembeli, Terwaralaba, Pewaralaba), tentunya 
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bila melalui sistem yang benar dan tepat (http://ifbm.co.id/profile.pdf 
(22 April 2009 pukul 14.42)). 
a. Unsur-Unsur Waralaba 
Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak 
untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan 
intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain 
dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak 
lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan 
atau jasa (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba). 
Usaha waralaba sebenarnya telah lama ada di Eropa dengan nama 
franchise. Pengertian waralaba dapat diambilkan dari pengertian 
pranchishing. Franchising (kadangkala disebut orang perjanjian 
franchisee untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis 
dibidang perdagangan/jasa berupa jenis produk dan bentuk yang 
diusahakan termasuk identitas perusahaan (logo, merek dan desain 
perusahaan, penggunaan rencana pemasaran serta pemberian bantuan 
yang luas, waktu/saat/jam operasional, pakaian usaha atau ciri pengenal 
bisnis dagang/jasa milik franchisee sama dengan kekhasan usaha atau 
bisnis dagang/jasa milik franchisor.  
Rumusan yang mengatakan perjanjian franchising adalah suatu 
perjanjian dimana franchisee menjual produk atau jasa sesuai dengan 
cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh franchisor yang membantu 
melalui iklan, promosi, dan jasa-jasa nasihat lainnya. Pada tulisan ini 
kata franshisee diartikan waralaba, dengan demikian rumusan 
franchising tersebut diatas dapat diartikan rumusan waralaba.  
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Dari defenisi (rumusan) tersebut diatas, terdapat beberapa unsur 
tentang waralaba (franchise) tersebut, ialah : 
5. Merupakan suatu perjanjian 
6. Penjualan produk/jasa dengan merek dagang pemilik waralaba 
(franchisor). 
7. Pemilik waralaba membantu pemakai waralaba (franchisee) 
dibidang pemasaran, manajemen dan bantuan tehnik lainnya. 
8. Pemakai waralaba membayar fee atau royalti atas penggunaan 
merek pemilik waralaba. 
Ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus 
tentang waralaba ini di Indonesia belum ada, oleh karena itu peraturan 
yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang 
perjanjian yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum perdata 
(disingkat K.U.H.Perdata) dan peraturan-peraturan yang mengatur 
undang-undang tentang ketenagakerjaan, dan undang-undang pajak 
pertambahan nilai dan pajak penghasilan, serta undang-undang tentang 
wajib daftar perusahaan (http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-
wansa djaruddin.pdf (18 Maret 2009 pukul 15.30 WIB)). 
b. Perjanjian Waralaba 
Dalam hukum perjanjian, perjanjian waralaba merupakan perjanjian 
khusus karena tidak dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena didalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemui satu pasal yang 
mengatakan adanya kebebasan berkontrak. Pasal itu mengatakan bahwa 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata).  
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Perjanjian dibuat secara sah artinya bahwa perjanjian itu telah 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Artinya 
perjanjian itu tidak bertentangan dengan Agama dan ketertiban umum, 
dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan undang-undang itu 
sendiri. 
Perjanjian waralaba dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak 
bertentangan dengan undang-undang, agama ketertiban umum dan 
kesusilaan, karena itu perjanjian waralaba itu sah, dan oleh karena itu 
perjanjian itu menjadi undangundang bagi mereka yang membuatnya, 
dan mengikat kedua belah pihak. 
Pada dasarnya waralaba berkenan dengan pemberian izin oleh 
seorang pemilik waralaba (franchisor) kepada orang lain atau beberapa 
orang untuk menggunakan sistem atau cara pengoperasian suatu bisnis. 
Pemberian izin ini meliputi untuk menggunakan hak-hak pemilik 
waralaba yang berada dibidang hak milik intelektual (intelectual 
property rights). Pemberian izin ini kadangkala disebut dengan 
pemberian izin lisensi. 
Perjanjian lisensi biasa tidak sama dengan pemberian (perjanjian) 
lisensi waralaba. Kalau pada pemberian (perjanjian) lisensi biasanya 
hanya meliputi pemberian izin lisensi bagi penggunaan merek tertentu. 
Sedangkan pada waralaba, pemberian izin lisensi meliputi berbagai 
macam hak milik intelektual, Keseluruhan hak-hak milik intelek bahwa 
alat-alat dibeli atau disewakan darinya. Selain yang disebut diatas 
perjanjian waralaba (franchising). 
Pemberian lisensi hukum tentang nama perniagaan, merek, model, 
desain dan sebagainya. Bidang-bidang hukum itu dapat dikelompokkan 
dalam bidang hukum perjanjian dan dalam bidang hukum tentang hak 
milik intelektual (http://library. usu.ac.id/download/fh/perdata-
 lviii 
wansadjaruddin.pdf (18 Maret 2009 pukul 15.30 WIB)). 
b. Konsep Hukum Islam Menghadapi Laju Dinamika Transaksi Bisnis 
Modern 
”To have failed to solve the problem producing goods would have 
been to continue man in his oldest and grievous misfortune. But to fail to 
see that we have solved it and to fail to proceed thence to the next task 
would be filly as tragic”. 
Kalimat-kalimat diatas itu adalah ungkapan dan kesimpulan terakhir 
pembahasan Galbraith tentang problema pokok yang dihadapi manusia 
modern. Yaitu problem tindak lanjut setelah modernitas itu sendiri telah 
berhasil diwujudkan dalam bentuk kemudahan hidup dan kemakmuran 
(Nurcholish Madjid, 1995 : 449). 
Modernisasi ditandai oleh kreatifitas manusia dalam mencari jalan 
mengatasi kesulitan hidupnya di dunia ini. Sungguh, modernisme 
khususnya seperti yang ada dibarat, adalah suatu antroposentrisme yang 
hampir tidak terbatasi. Arnold Toynbee, seorang ahli sejarah yang terkenal, 
mengatakan bahwa modernitas telah mulai sejak menjelang akhir abad ke 
lima belas Mashei, ketika orang barat berterima kasih tidak kepada Tuhan 
tetapi kepada dirinya sendiri karena ia telah berhasil mengatasi kunkungan 
Kristen abad pertengahan. 
Tetapi betapapun kreatifnya manusia di zaman modern, namun 
kreatifitas itu, dalam prespektif sejarah dunia dan umat manusia secara 
keseluruhan, masih merupakan kelanjutan berbagai hasil usaha umat 
manusia sebelumnya. Unsur-unsur elementer kultural kehidupan modern 
seperti bahasa, norma-norma etis (sebagaimana antara lain diajarkan oleh 
agama-agama), bahkan huruf dan angka serta temuan-temuan ilmiah, 
meskipun dalam bentuknya yang masih germinal dan embrionik, adalah 
produk saman sebelumnya, yaitu zaman Agraria. Tanpa pernah ada zaman 
Agraria itu zaman modern sendiri sama sekali mustahil. Oleh sebab itu, 
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pertama-tama zaman modern harus dipandang sebagai kelanjutan wajar dan 
logis perkembangan kehidupan manusia (Nurcholish Madjid, 1995 : 450). 
Karena merupakan suatu kelanjutan logis sejara, maka modernitas 
adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Lambat ataupun cepat 
modernitas tentu muncul dikalangan umat manusia, entah kapan dan 
dibagian mana dari muka bumi ini. Jika kebetulan momentum zaman 
modern dimulai oleh Eropa Barat Laut sekitar dua abad yang lalu, maka 
sebenarnya telah pula terjadi kebetulan serupa sebelumnya, yaitu 
dimulainya momentum zaman Agraria dari lembah Mesopotamia (Bangsa 
Sumeria) sekitar lima ribu tahun yang lalu. Dan jika zaman modern 
membawa implikasi terbentuknya negara-negara nasional, maka konsep dan 
lembaga kenegaraan itu sendiri adalah akibat langsung dan diciptakan oleh 
zaman Agraria. 
Maka munculah zaman Agraria juga disebut sebagai permulaan 
sejarah, dan zaman sebelumnya disebut zaman prasejarah yang tanpa 
peradaban. Karena itu lembah Mesopotamia dianggap sebagai tempat 
buaian peradaban manusia. Dan agama besar, baik yang simitik (Yahudi, 
Kristen dan Islam) maupun yang Asia (Hinduisme, Budhisme, 
Konfusionisme) lahir dan berkembang  di zaman Agraria. Sebab zaman 
Agraria sendiri, semenjak permulaannya oleh bangsa sumeria tersebut, telah 
berlangsung selama sekitar lima puluh abad, sementara zaman modern 
dalam bentuknya yang berkembang sekarang ini, baru berlangsung sekitar 
dua abad saja. 
Banyak orang skeptis dalam menjawab apakah Islam relevan dalam 
kehidupan modern? Ernest Gellner sarjanawan Non Muslim berpendapat 
bahwa di antara tiga agama monoteis, Yahudi, Kristen dan Islam, baginya 
Islam adalah yang paling dekat kepada modernitas, disebabkan oleh ajaran 
Islam tentang Universalisme, skripturalisme (yang mengajarkan bahwa 
Kitab Suci dapat dibaca dan dipahami oleh siapa saja, bukan monopoli 
kelas tertentu dalam hirarki keagamaan, dan kemudian yang mendorong 
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tradisi baca tulis), egalitarianisme spiritual (tidak ada sistem kependetaan 
ataupun kerahiban dalam Islam), yang meluaskan partisipasinya dalam 
masyarakat kepada semua anggotanya (sangat mendukung apa yang disebut 
dengan participatory democracy), dan kahirnya yang mengajarkan 
sistematisasi rasional kehidupan sosial (Nurcholish Madjid, 1995 : 452). 
 
B. Pembahasan 
a. Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Ditinjau Dari Prespektif Hukum 
Islam 
a. Konsep Dasar Bisnis Waralaba (Franchise) 
Pada dasarnya Franchise adalah sebuah perjanjian mengenai metode 
pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor dalam 
jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada franchisee untuk 
melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama 
identitas franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus 
dijalanakan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan 
franchisor. Franchisor memberikan bantuan (assistance) terhadap 
franchisee. Sebagai imbalannya franchasee membayar sejumlah uang 
berupa innitial fee dan royalty (Suhamoko, 2004 : 187). 
Pada dasarnya dalam sistem franchise terdapat tiga komponen 
pokok, antara lain :. 
1) Franchisor, yaitu pihak yang memiliki sistem atau cara-cara dalam 
berbisnis. 
2) Franchisee, yaitu pihak yang memebeli franchise atau sistem dari 
franchisor sehingga memiliki hak untuk menjalankan bisnis dengan 
cara-cara yang dikembangkan oleh franchisor. 
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3) Franchise, yaitu sistem dan cara-cara bisnis itu sendiri. Ini 
merupakan pengetahuan atau spesifikasi usaha dari franchisor yang 
dijual kepada franchisee. (Suhamoko, 2004 : 188) 
Waralaba dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu waralaba produk 
dan merek dagang (product and trade franchise) dan waralaba format 
bisnis (buisness format franchise). Waralaba produk dan merek dagang  
adalah bentuk waralaba yang paling sederhana. Dalam waralaba produk 
dan merek dagang, pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima 
waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi 
waralaba yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan 
merek dagang milik pemberi waralaba. Atas pemberian izin penggunaan 
merek dagang tersebut biasanya pemberi waralaba mendapatkan suatu 
bentuk pembayaran royalty dimuka, dan selanjutnya pemberi waralaba 
memperoleh keuntungan melalui penjualan produk yang diwaralabakan 
kepada penerima waralaba. Dalam bentuknya yang sangat sederhana ini, 
waralaba produk dan merek dagang sering kali mengambil bentuk 
keagenan, distributor, atau lisensi penjualan. Contoh dari bentuk ini, 
misalnya dealer mobil (Auto 2000 dari Toyota) dan stasiun pompa 
bensin (pertamina). 
Sedangkan waralaba format bisnis  adalah pemberian sebuah lisensi 
oleh seseorang kepada pihak lain, lisensi tersebut memberikan hak 
kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek 
dagang atau nama dagang dari pemberi waralaba. Dan untuk 
menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang 
diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih 
menjadi trampil dalam bisnis  dan untuk menjalankannya dengan 
bantuan yang terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan 
sebelumnya. Waralaba format bisnis ini terdiri dari : 
1) Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba. 
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2) Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek 
pengelolaan bisnis, sesuai dengan konsep pemberi waralaba. 
3) Proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari pihak 
pemberi waralaba. 
Dalam bisnis franchise ini, yang diminta dari franchisor oleh 
franchisee adalah : 
1) Brand name yang meliputi logo, peralatan dan lain-lain. Franchisor 
yang baik juga memiliki aturan mengenai tampilan / display 
perwakilan toko (shopfront) dengan baik dan detail. 
2)  Sistem dan manual oprasional bisnis. Setiap franchisor memiliki 
standar oprasi yang sistematis, praktis serta mudah untuk diterapkan, 
dan mestinya juga tertuang dalam bentuk tertulis. 
3)  Dukungan dalam beroprasi. Karena franchisor memiliki pengalaman 
yang lebih luas serta sudah membina banyak franchisee, dia 
seharusnya memiliki kemampuan untuk memberi dukungan bagi 
franchisee yang baru. 
4)  Pengawasan (monitoring). Franchisor yang baik melakukan 
pengawasan terhadap franchisee untuk memastikan, bahwa sistem 
yang disediakan dijalankan dengan baik dan benar serta secara 
konsisten. 
5)  Penggabungan promosi atau joint promotion. Ini berkaitan dengan 
unsur pertama yaitu masalah sosialisasi brand name. 
6)  Pemasokan. Ini berlaku bagi franchise tertentu, misalnya bagi 
franchise makanan dan minuman dimana franchisor juga 
merupakan supplier bahan makanan atau minuman. Kadang-kadang 
franchishor juga memasok mesin-mesin atau peralatan yang 
diperlukan. Franchisor yang baik biasanya ikut membantu 
franchisee untuk mendapatkan sumber dana modal dari investor 
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(jund supply) seperti bank misalnya, meskipun hal tersebut jarang 
sekali. 
Pada umumnya, franchisee perlu membayar initial fee yang sifatnya 
sekali bayar, atau kadang-kadang sekali untuk sekali periode 
tertentu,misalnya 5 tahun. Di atas itu biasanya franchisee membayar 
royalti atau membayar dari sebagian hasil penjualan. Variasi lainnya 
adalah franchisee perlu membeli bahan pokok atau peralatan (capital 
goods) dari franchisor. (Suhamoko, 2004 : 189-190)) 
Pada dasarnya perjanjian bersifat konsensuil, namun demikian ada 
perjanjian tertentu yang mewajibkan dilakukan sesuatu tindakan yang 
lebih dari hanya sekedar kesepakatan, sebelum pada akhirnya perjanjian 
tersebut dapat dianggap sah. 
Secara umum dikenal adanya dua macam atau dua jenis kompensasi 
yang dapat diminta oleh pemberi waralaba dari penerima waralaba. 
Yang pertama adalah kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter 
(direct monetary compensation), dan kedua adalah kompensasi tidak 
langsung yang dalam bentuk nilai moneter (indirect and nonmonetary 
compensation) (http://www.acehforum.or.id/ waralaba-franchising-
t4377.html?s=4d22bd9d1c211f076726bbfc93eb0d7 4&amp (22 April pukul 
13.36 WIB)). 
Yang termasuk dalam direct monetary compensation adalah lump 
sum payment, dan royalty. Lump sum payment adalah suatu jumlah uang 
yang telah dihitung terlebih dahulu yang wajib dibayarkan oleh 
penerima waralaba pada saat persetujuan pemberian waralaba disepakati 
untuk diberikan oleh penerima waralaba. Sedangkan, royalty adalah 
jumlah pembayaran yang dikaitkan dengan suatu presentasi tertentu 
yang dihitung dari jumlah produksi dan / atau penjualan barang dan / 
atau jasa yang diproduksi atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba, 
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baik yang disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum atau 
maksimum jumlah royalty tertentu atau tidak (http://www.aceh 
forum.or.id/waralaba-franchising-t4377.html?s 
=4d22bd9d1c211f076726bbfc93eb0d74&amp (22 April pukul 13.36 
WIB)). 
Yang termasuk dalam indirect and nonmonetary compensation, 
meliputi antara lain keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang 
modal atau bahan mentah, yang merupakan satu paket dengan 
pemberian waralaba, pembayaran dalam bentuk deviden ataupun bunga 
pinjaman dalam hal pemberi waralaba juga turut memberikan bantuan 
financial, baik dalam bentuk ekuitas atau dalam wujud pinjaman jangka 
pendek maupun jangka panjang, cost shifting atau pengalihan atas 
sebagian biaya yang harus dikeluarkan oleh pemberi waralaba, 
perolehan data pasar dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh penerima 
lisensi, dan lain sebagainya (http://www.aceh forum.or.id/waralaba-
franchising-t4377.html?s=4d22bd9d1c211f076726 bbfc93eb0d74&amp (22 
April pukul 13.36 WIB)). 
Dengan persyaratan pernyataan, “berdasarkan persyaratan dan / atau 
penjualan-penjualan barang dan / atau jasa, jelas kompensasi yang 
diizinkan dalam pemberian waralaba menurut PP No. 42 Tahun 2007, 
hanyalah imbalan dalam bentuk direct monetary compensation. 
Ketentuan Pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007, menegaskan bahwa 
waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi 
waralaba, dengan ketentuan bahwa perjanjian waralaba dibuat dalam 
bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. 
Pasal 7 Ayat (2) PP No. 42 Tahun 2007 selanjutnya menentukan 
bahwa sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba wajib 
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menyampaikan keterangan kepada penerima waralaba secara tertulis 
dan benar, sekurang-kurangnya mengenai : 
i. Nama pihak pemberi waralaba, berikut keterangan mengenai 
kegiatan usahanya. 
Keterangan mengenai pemberi waralaba menyangkut identitasnya, 
antara lain nama dan alamat tempat usaha, nama dan alamat pemberi 
waralaba, pengalaman mengenai keberhasilan atau kegagalan 
selama menjalankan waralaba, keterangan mengenai penerima 
waralaba yang pernah dan masih melakukan perikatan, dan kondisi 
keuangan. 
ii. Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha 
yang menjadi objek waralaba. 
iii. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba, 
antara lain mengenai cara pembayaran, ganti rugi, wilayah 
pemasaran, dan pengawasan mutu. 
iv. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan pemberi waralaba kepada 
penerima, keterangan mengenai prospek kegiatan waralaba, meliputi 
juga dasar yang dipergunakan dalam pemberian keterangan tentang 
proyek yang dimaksud. 
v. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba, bantuan atau 
fasilitas yang diberikan, antara lain berupa pelatihan, bantuan 
keuangan, bantuan pemasaran, bantuan pembukuan, dan pedoman 
kerja. 
vi. Pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan perjanjian waralaba, 
serta hal-hal lain yang perlu diketahui penerima waralaba dalam 
rangka pelaksanaan perjanjian waralaba. 
Selanjutnya pemberi waralaba oleh Peraturan Pemerintah ini 
diwajibkan memberikan waktu yang cukup kepada penerima waralaba 
 lxvi 
untuk meneliti dan mempelajari informasi-informasi yang disampaikan 
tersebut secara lebih lanjut. (Suhamoko, 2004 : 192) 
Jika ditinjau dari sisi konsep bisnis menurut ulama Islam berkaitan 
dengan tujuan Islam dalam bidang Ekonomi, yaitu bahwa ekonomi 
Islam dapat menyediakan paradigma yang berbeda dari ekonomi 
tradisional. Mereka percaya bahwa paradigma ekonomi Islam dapat 
dibangun secara sukses untuk memberikan solusi masalah. 
Perubahan paradigma yang disarankan oleh sistem ekonomi Islam di 
dalam pengajarannya menantang pemikiran konvensional dalam 
beberapa hal, seperti: 
1) Tidak diragukan lagi bahwa prioritas utama dalam Islam dan 
ajaran dalam ekonominya adalah “Keadilan dan Persamaan”. 
2) Paradigma Islam menyatukan bingkai moral dan spiritual yang 
menilai hubungan manusia diatas kepemilikan materi. 
3) Sistem Islam menciptakan hubungan yang seimbang antara 
individu dan masyarakat. 
4) Pengejaran akan keuntungan maksimum individu dan kepuasan 
maksimum dalam konsumsi bukanlah tujuan utama masyarakat 
dan konsumsi yang tidak berguna tidak diindahkan. 
5) Penghargaan dan perlindungan akan hak kepemilikan atas semua 
anggota adalah landasan pemegang kekuasaan yang berorientasi 
pada masyarakat. Karena adanya sistem yang bergerak tanpa riba 
dan pinjaman kritikan muncul dari analisis barat yang 
mengusulkan kebodohan dari pengambilan sistem tersebut. 
Berikut adalah enam usulan: 
a) Bunga nol berarti permintaan tak terhingga atas dana yang 
dipinjamkan dan persediaan nol. 
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b) Sistem tersebut tidak akan dapat menyamaratakan 
permintaan dan persediaan dana pinjaman. 
c) Suku bunga nol berarti tidak ada tabungan. 
d) Suku bunga nol berarti tidak ada investasi dan 
pertumbuhan. 
e) Pada sistem ini, mungkin saja tidak ada kebijakan moneter 
karena tidak ada instrumen menejemen likuiditas yang 
dapat dipakai tanpa ada suku bunga tetap yang ditetapkan. 
f) Suku bunga nol berarti satu jalur modal. 
Sekitar tahun 1988, kritikan ini terjawab ketika dalam suatu studi 
dengan menggunakan teori analitis keuangan dan ekonomi, 
menunjukkan hal-hal berikut: 
1) Sistem keuangan modern dapat didesign tanpa perlu ex ante yang 
menentukan suku bunga nominal positif tetap 
2) Terlihat bahwa dengan tidak mengasumsikan nominal tetap ex ante 
suku bunga positif. 
3) Usulan dasar keuangan Islam adalah bahwa pendapatan modal akan 
ditentukan ex post 
4) Pendapatan yang diharapkan yang menentukan investasi 
5) Tingkat pendapatan, dan pendapatan yang menentukan tabungan. 
6) Terlihat bahwa didalam sistem tersebut akan ada pertumbuhan 
positif. 
7) Kebijakan moneter didalam sistem tersebut akan berfungsi 
sebagaimana didalam sistem konvensional 
8) Terlihat bahwa, didalam model mikro ekonomi terbuka tanpa ex 
ante suku bunga tetap tetapi dengan pendapatan investasi 
menentukan ex post tidak ada penilaian untuk memeperkirakan 
bahwa akan ada satu jalur modal. 
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IMF baru-baru ini menyarankan negara-negara berkembang untuk 
menjamin hal berikut: 
1) Mereka harus menghindari penciptaan aliran utang 
2) Mereka harus percaya pada Investasi Langsung Luar Negeri (FDI) 
3) Jika mereka harus meminjam, mereka harus menjamin bahwa 
kewajiban utang mereka tidak terikat pada akhir waktu. 
4) Mereka harus menjamin bahwa ikatan kedaulatan mereka 
menyatukan susulan-susulan (seperti perjanjian susulan, susulan 
inisiasi) 
5) Mereka harus meletakkan sebuah susunan menjemen utang yang 
efisien. (images.fatikulhimami.multiply.com/attachment/0/SQ69O 
QoKCEcAAEDozNY1/Bab%201.pdf?nmid=129525 (23 april pukul 
09.04 WIB)). 
b. Waralaba menurut Hukum Islam 
Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, layak 
kiranya mempertanyakan atau paling tidak mengkritisi halal atau haram 
pola bisnis waralaba ini. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas 
82% muslim adalah pangsa pasar yang potensial. Dan umat Islam 
dikenal tidak bisa begitu saja meninggalkan etika dan norma yang 
melingkupinya, termasuk norma agama. 
Dalam pembahasan halal dan haram ini memang tidak lepas dari 
produk apa yang dibuat, termasuk dari bahan baku apa produk tersebut 
dibuat. Yang kedua lebih pada sistem bisnis yang dilakukan produsen 
dalam menjajakan dagangannya. Untuk itu kini saatnya menggagas 
waralaba syar’i yang mempunyai kekhasan tertentu, yang 
mengedepankan nilai keadilan dan keislaman. 
Demikian, kini telah banyak pihak dari kalangan pebisinis muslim 
secara individu maupun kolektif yang menerapkan pola ini. Sebuah 
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contoh riil tentang aplikasi pola waralaba dari masyarakat muslim 
Indonesia misalnya: Markaz yang bergerak di bidang ritel. Markaz 
adalah yang dirintis oleh Muhammadiyah. 
Dasar pemikirannya adalah untuk peningkatan ekonomi, terutama 
bagi warga Muhammadiyah umumnya bagi umat Islam Indonesia. 
Muhammadiyah memang telah maju dalam bidang pendidikan dan 
sosial akan tetapi dirasakan masih belum ataupun kurang dalam 
memperkuat ekonomi umat. 
Lantas Majelis Ekonomi Muhammadiyah, di tahun 2000 di bawah 
pimpinan Bapak Dawam Rahardjo berusaha mewujudkan keinginan 
memajukan ekonomi umat kembali dengan bisnis ritel, dengan nama 
Markaz Ritel Waralaba, di bawah bendera usaha PT. Solar Sentra 
Distribusi, yang mendapat suntikan dana dari Timur Tengah. Ide ini 
disambut dengan antusias warga, yaitu dengan mendirikan beberapa 
franchise di daerah; Jawa Timur 10 buah, Jakarta 4 buah, dan 
Yogyakarta 4 buah termasuk yang di Markaz Ngampilan Yogyakarta. 
Dalam konsep “Dekat dihati Ummat” di Markaz Ritel Waralaba ini 
nampaknya memang nilai-nilai keislaman lebih pada 
pengaplikasiannya. Misalnya dalam penyediaan barang harus yang 
halal, terus dalam pematokan harga yang terjangkau masyarakat sekitar, 
dengan harga yang wajar, tidak mematikan toko lainnya. Dan yang lebih 
penting adalah menerapkan kejujuran dalam berbisnis, tidak ada unsur 
penipuan dan satu lagi dalam berbisnis ini harus disesuaikan dengan 
kultur masyarakat sekitar jadi lebih luwes, misalnya untuk masyarakat 
sekitar yang dibutuhkan harga sembako yang murah dan sebagainya. 
Sedangkan untuk penyediaan barang sebagian besar dipasok PT SSD 
(Solar Sentra Distribusi), tetapi juga diperbolehkan masukan barang-
barang tertentu dari luar, terutama barang produk umat semisal Dodol 
Garut dan sebagainya. 
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Berdasarkan penelitian Rekso Research Intellegence, yang 
dipaparkan dalam Majalah Pengusaha, 27 Oktober-26 November 2004, 
menempatkan Markaz Ritel Waralaba pada posisi ketujuh belas sebagai 
waralaba dengan pertumbuhan outletnya tercepat. Di atasnya adalah 
Ayam Goreng Fatmawati dan di bawahnya (urutan ke Delapan belas) 
adalah Rudy Hadisuwarno salon. 
Selain itu banyak juga yang mengembangkan franchise secara 
personal, semisal Country Donuts, dan Ayam Bakar Wong Solo. Ayam 
Bakar Wong Solo bahkan secara verbal menuliskan dalam desain 
logonya, sebuah frase kata: “halalan toyyiban” Artinya pemilik 
waralaba ini telah berani menjamin bahwa produk dan sistem yang 
dijalankannya halal. Tidak hanya sampai disitu Wong Solo bahkan 
menampilkan simbol-simbol keislaman dalam pelayanannya. Dan 
realitas menunjukkan rata-rata Pebisnis waralaba tersebut dapat 
berkembang dengan pesat. Sumber: Suara Muhammadiyah/No.09/Th. 
Ke-92 (http://www.pkesinteraktif.com/content/view/2206/36/lang,id/ 
(22 April pukul 13.59 WIB)). 
Untuk menciptakan system bisnis waralaba yang islami, diperlukan 
system nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk 
menghindari berbagai penyimpangan bisnis (moral Hazard), yaitu 
maysir (spekulasi), asusila, gharar (penipuan), haram, riba, ikhtikar 
(penimbunan/monopoli), dharar (berbahaya). 
Dalam hukum islam, kerja sama dalam hal jual beli dinamakan 
syirkah. Syirkah dibagi menjadi 3 bentuk yaitu : 
1) Syirkah ibahah, yaitu : persekutuan hak semua orang untuk 
dibolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada di bawah 
kekuasaan seseorang. 
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2) Syirkah amlak (milik), yaitu : persekutuan antara dua orang atau 
lebih untuk memiliki suatu benda. 
3) Syirkah akad, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang 
timbul dengan adanya perjanjian. Syirkah akad dibagi menjadi 
empat (4), yaitu : 
(1) Syirkah amwal, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih 
dalam modal/harta. 
(2) Syirkah a’mal, yaitu perjanjian persekutuan antara dua orang 
atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang 
akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi menjadi 
dua. 
(3) Syirkah wujuh, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih 
dengan modal harta dari pihak luar. 
(4) Syirkah mudharabah, yaitu kemitraan (persekutuan) antara 
tenaga dan harta, seorang (supplier) memberikan hartanya 
kepada pihak lain (pengelola) yang digunakan untuk bisnis, 
dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan 
dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak. Dasarnya bentuk 
mudharabah adalah peminjaman uang untuk keperluan bisnis. 
 Syirkah mudharabah ini dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu 
mudharabah mutlaqah dalam hal ini pemodal memberikan 
hartanya kepada pelaksana untuk dimudharabahkan dengan tidak 
menentukan jenis kerja, tempat dan waktu serta orang. 
Sedangkan mudharabah muqayyadah (terikat suatu syarat), 
adalah pemilik modal menentukan salah satu dari jenis di atas 
(http://lawstudyforum.wordpress.com /2007/12/16/franchising-
menurut-hukum-islam-hukum-positif/ (22 April pukul 13.25 
WIB)). 
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Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk 
merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena 
tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar 
kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. 
Menurut ulama fikih, dijelaskan bentuk-bentuk gharar yang dilarang 
adalah :  
1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada 
waktu terjadi akad, bik obyek akad itu sudah ada maupun belum 
ada. Misalnya : menjual janin yang masih dalam perut binatang 
ternak tanpa menjual induknya.  
2. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. 
Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan 
kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu 
kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena 
terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad 
jual beli pertama dan yang kedua menjadi batal. 
3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang 
dijual. 
4. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu barang yang dijual. 
5. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. 
6. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. 
7. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau 
lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan 
bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad. 
8. tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang 
berbeda dalam satu transaksi 
9. kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang 
di tentukan dalam transaksi. (M. Ali Hasan, 2003 : 147-149) 
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Bila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan 
waralaba (franchising) dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu 
sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (syirkah). 
Hal ini disebabkan karena dengan adanya perjanjian franchising, maka 
secara otomatis antara franchisor dan franchisee terbentuk hubungan 
kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian). Kerja sama 
tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah 
pihak. Dalam waralaba diterpkan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian, 
hal ini sesuai dengan prinsip transaksi dalam islam yaitu gharar 
(ketidakjelasan). 
Suatu waralaba adalah bentuk perjanjian kerja sama (syirkah) yang 
sisinya memberikan hak & wewenang khusus kepada pihak penerima. 
Waralaba merupakan suatu perjanjian timbal balik, karena Pemberi 
waralaba (franchisor) maupun Penerima waralaba (franchisee) 
keduanya berkewajiabn untuk memenuhi prestasi tertentu. Setelah 
pemaparan yang panjang lebar mengenai franchising di atas, terdapat 
persamaan dan perbedaan franchising menurut hukum islam dan hukum 
positif (http://wwwesprat.blogspot.com/2009/04/ijtihad-sebagai-
sumber-hukum-islam.html (22 April pukul 13.42 WIB)). 
Persamaannya adalah Pertama, franchising adalah kerjasama 
(syirkah) yang saling menguntungkan, berarti franchising memang 
dapat dikatakan kategori dari syirkah dalam hukum islam. Kedua, 
terdapat prestasi bagi penerima waralaba, hal ini sama dengan syirkah 
mudharabah muqayyadah. Ketiga, terdapat barang, jasa dan tenaga 
memenuhi salah satu syarat syirkah. Keempat, terdapat 2 orang atau 
lebih yang bertransaksi, sepakat, hal tertentu, ditulis (dicatat) dan oleh 
sebab tertentu sesuai dengan syarat akad, khususnya syirkah 
mudharabah (http://wwwesprat.blogspot.com/2009/04/ijtihad-sebagai-
sumber-hukum-islam.html (22 April pukul 13.42 WIB)). 
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Diatas telah dijelaskan bahwa franchising lebih hampir serupa 
dengan syirkah jenis mudharabah. Adapun perbedaannya terletak pada, 
Pertama, dalah syirkah mudharabah, modal harus berupa uang, tidak 
boleh barang. Sedangkan dalam franchising modal dapat dibantu oleh 
franchisor baik uang, barang atau tenaga professional. Kedua, dalam 
franchising terdapat kerja sama dalam bidang hak kekayaan intelektual 
(HAKI), yaitu merek dagang. Dan dalam hukum islam hal tersebut 
termasuk syirkah amlak (hak milik). Ketiga, tidak bolehnya kerja sama 
dalam hal berjualan barang haram, sedangkan dalam hukum positif 
tidak terdapat pembatasan terhadap hal tersebut, misal transaksi jual-
beli babi atau anjing (http://wwwesprat.blogspot.com/2009/04/ijtihad-
sebagai-sumber-hukum-islam.html (22 April pukul 13.42 WIB)). 
Dengan demikian waralaba (franchising) dapat dikategorikan ke 
dalam perkembangan syirkah mudharabah jenis muqayadah dimana 
pihak Penerima waralaba (franchisee) terikat oleh peraturan-peraturan 
yang diberikan oleh Pemberi waralaba atau dalam syirkah mudharabah 
disebut dengan pemberi modal. Perkembangannya adalah masuknya hak 
milik atau HAKI ke dalam transaksi, mungkin hal ini dapat dimasukkan 
syirkah ikhtiyariyah secara garis besar. Akan tetapi yang menjadi 
catatan disini, meskipun franchising ini diperbolehkan dengan alasan 
perkembangan syirkah, dalam waralaba harus mengikuti prinsip dasar 
transaksi dalam hukum islam dan barang yang dibuat untuk transaksi 
tidak bertentangan dengan syara’ atau barang-barang / hewan yang 
diharamkan untuk diperjual-belikan dalam islam 
(http://wwwesprat.blogspot.com/2009/04/ijtihad-sebagai-sumber-
hukum-islam.html (22 April pukul 13.42 WIB)). 
Bisnis waralaba ini pun mempunyai manfaat yang cukup berperan 
dalam meningkatkan pengembangan usaha kecil. Dari segi 
kemashlahatan usaha waralaba ini juga bernilai positif sehingga dapat 
dibenarkan menurut hukum islam. Terdapat beberapa indikasi di atas 
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yang menyatakan bahwa secara garis besar sistem transaksi franchising 
ini diperbolehkan oleh hukum islam, tapi apakah hal tersebut telah ada 
atau telah dibahas detail dalam hukum islam? Untuk mengarah lebih 
lanjut penulis di bawah ini mencoba menganalisa sekilas perbandingan 
hukum positif di atas dengan hukum islam atau khususnya syirkah 
(http://lawstudyforum.wordpress.com /2007/12/16/ franchising-
menurut-hukum-islam-hukum-positif/ (22 April pukul 13.25 WIB)). 
Suatu waralaba adalah suatu bentuk perjanjian, yang isinya 
memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima 
waralaba. Waralaba merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik 
karena pemberi waralaba, maupun penerima waralaba, kedua 
berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Dalam waralaba 
diperlukan adanya prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. Hal ini sangat 
sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum islam dan larangan 
transaksi ”Gharar” (ketidakjelasan).  
Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut 
dikarenakan perjanjian waralaba memang disyarakat untuk dibuat 
secara tertulis. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi 
kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba. Hal ini 
sesuai dengan asas tertulis dalam Al Qur’an yang terdapat dalam QS. 
Al-baqarah  : 282 yang berbunyi  
$yg•ƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# 
(#þqãZtB#uä #sŒÎ) 
LäêZtƒ#y‰s? Aûøïy‰Î/ #’n<Î) 
9@y_r& ‘wK|¡•B çnqç7çFò2$$sù 
4 =çGõ3u‹ø9ur öNä3uZ÷•-/ 
7=Ï?$Ÿ2 ÉAô‰yèø9$$Î/ 4 Ÿwur 
z>ù'tƒ ë=Ï?%x. br& |=çFõ3tƒ 
$yJŸ2 çmyJ¯=tã ª!$# 4 
ó=çGò6u‹ù=sù È@Î=ôJãŠø9ur 
“Ï%©!$# Ïmø‹n=tã ‘,ysø9$# 
È,-Gu‹ø9ur ©!$# ¼çm-/u‘ Ÿwur 
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ó§y‚ö7tƒ çm÷ZÏB $\«ø‹x© 4 
bÎ*sù tb%x. “Ï%©!$# Ïmø‹n=tã 
‘,ysø9$# $·gŠÏÿy™ ÷rr& 
$¸ÿ‹Ïè|Ê ÷rr& Ÿw ßì‹ÏÜtGó¡o„ 
br& ¨@ÏJãƒ uqèd ö@Î=ôJãŠù=sù 
¼çm•‹Ï9ur ÉAô‰yèø9$$Î/ 4 
(#rß‰Îhô±tFó™$#ur 
Èûøïy‰‹Íky- `ÏB öNà6Ï9%y`Íh‘ 
( bÎ*sù öN©9 $tRqä3tƒ 
Èû÷ün=ã_u‘ ×@ã_t•sù 
Èb$s?r&z•öD$#ur `£JÏB 
tböq|Êö•s? z`ÏB 
Ïä!#y‰pk’¶9$# br& ¨@ÅÒs? 
$yJßg1y‰÷nÎ) t•Åe2x‹çFsù 
$yJßg1y‰÷nÎ) 3“t•÷zW{$# 4 
Ÿwur z>ù'tƒ âä!#y‰pk’¶9$# 
#sŒÎ) $tB (#qããßŠ 4 Ÿwur 
(#þqßJt«ó¡s? br& çnqç7çFõ3s? 
#·Ž•Éó|¹ ÷rr& #·Ž•Î7Ÿ2 
#’n<Î) ¾Ï&Î#y_r& 4 öNä3Ï9ºsŒ 
äÝ|¡ø%r& y‰ZÏã «!$# 
ãPuqø%r&ur Íoy‰»pk¤¶=Ï9 
#’oT÷Šr&ur žwr& 
(#þqç/$s?ö•s? ( HwÎ) br& 
šcqä3s? ¸ot•»yfÏ? ZouŽÅÑ%tn 
$ygtRrã•ƒÏ‰è? öNà6oY÷•t/ 
}§øŠn=sù ö/ä3ø‹n=tæ îy$uZã_ žwr& 
$ydqç7çFõ3s? 3 
(#ÿrß‰Îgô©r&ur #sŒÎ) 
óOçF÷ètƒ$t6s? 4 Ÿwur §‘!$ŸÒãƒ 
Ò=Ï?%x. Ÿwur Ó‰‹Îgx© 4 bÎ)ur 
(#qè=yèøÿs? ¼çm¯RÎ*sù 
8-qÝ¡èù öNà6Î/ 3 (#qà)¨?$#ur 
©!$# ( ãNà6ßJÏk=yèãƒur ª!$# 
3 ª!$#ur Èe@à6Î/ >äóÓx« 
ÒOŠÎ=tæ ÇËÑËÈ   
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti 
berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
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menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka 
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi 
yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah 
itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka 
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 
saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu. (Suhamoko, 2004 : 193) 
Waralaba melibatkan hak untuk memamfaatkan dan atau 
menggunakan hak atas kekayaan interlektual atau penemuan atau ciri 
khas usaha ataupun waralaba diberikan dengan suatu imbalan 
berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Hal 
ini sesuai dengan asas penghargaan terhadap kerja dalam asas hukum 
perdata islam. 
Dapat dikemukakan bahwa perjanjian franchise tidak bertentangan 
dengan syariat islam. Tentunya dengan catatan bahwa obyek perjanjian 
franchise tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat 
Islam. Kalau sekiranya yang difranchisekan tersebut obyeknya 
merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam (misalnya, makanan 
dan minuman yang haram) maka otomatis perjanjian tersebut 
bertentangan dengan syari’at Islam (Suhrawardi K. Lubis, 2000 : 169). 
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Dengan demikian, dapat dikemukan bahwa system waralaba 
(franchising) ini tidak bertentangan dengan syariah islam. Selama 
objeck perjanjian waralaba tersebut tidak merupakan hal yang dilarang 
dalam syariah islam (misalnya : bisnis penjualan makanan dan minuman 
yang haram), maka perjanjian tersebut automatis batal menurut hukum 
islam dikarenakan bertentangan dengan syariat islam. 
Selain itu, bisnis waralaba ini mempunyai mamfaat yang cukup 
berperan dalam meningkatkan pengembangan usaha kecil dan 
menengah di Negara kita, apabila kegiatan waralaba tersebut hingga 
pada derajat tertentu dapat mempergunakan barang-barang hasil 
produksi dalam negeri maupun untuk melaksanakan kegiatan yang tidak 
akan merugikan kepentingan dari pengusaha kecil dan menengah 
tersebut. Sehingga dari segi kemaslahatan usaha waralaba ini juga 
bernilai positif sehingga dapat dibenarkan menurut hukum islam. Pada 
dasarnya, sistem franchise (waralaba). Merupakan sistem yang baik 
untuk belajar bagi franchisee, jika suatu saat berhasil dapat melepaskan 
diri dari franchisor karena biaya yang dibayar cukup mahal dan 
selanjutnya dapat mendirikan usaha sendiri atau bahkan membangun 
franchise baru yang islami (http://www.aceh forum.or.id/waralaba-
franchising-t4377.html?s=4d22bd9d1c211f076726 bbfc93eb0d74&amp (22 
April pukul 13.36 WIB)). 
Untuk menciptakan system bisnis waralaba yang islam, diperlukan 
system nilai syariah sebagai filter moral bisnis bertujuan untuk 
menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (moral hazard) . 
filter tersebut adalah dengan komitmen menjauhi 7 (tujuh) pantangan 
Magrib (barat), yakni : 
1) Maisir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang 
mematikan sektoril dan tidak produktif.  
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2) Asusila, yaitu praktek usaha yang melanggar kesusilaan dan norma 
sosial. 
3) Gharar, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas, 
sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.  
4) Haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan 
syariah.  
5) Riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas 
dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau 
pinjaman dan pertukaran atau barter lebih antara barang ribawi 
sejenis.  
6) Ikhtikar, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk 
tujuan permainan harga. 
7) Berbahaya, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang 
membahayakan individu Maupun masyarakat serta bertentangan 
dengan kemaslahatan. (http://www.aceh forum.or.id/waralaba-
franchising-
t4377.html?s=4d22bd9d1c211f076726bbfc93eb0d74&am  (22 April 
pukul 13.36 WIB)). 
 
 
b. Konsep Hukum Islam Menghadapi Laju Dinamika Transaksi Bisnis 
Modern 
Selain mereka yang memiliki antusiasme memperjuangkan masa depan 
agama ini, Gegorge Bernard Shaw, pantas dicatat pendapatnya mengenai 
peranan Islam terhadap masa depan dunia. Menurutnya :  
”Bagi saya, hanya agama Islamlah satu-satunya agama yang memiliki 
kapasitas untuk berasimilasi terhadap perubahan tahap eksistensi manusia, 
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yang membuatnya tetap memiliki daya tarik yang kuat dalam setiap abad, 
agama ini adalah agama masa depan” (M. Quraish shihab, 1997 : 9). 
Islam menawarkan ketenangan dalam setiap guncangan perubahan, dan 
agama ini mengandaikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi 
pemeluknya. Q.S. Al Baqarah : 201 
Oßg÷YÏBur `¨B ãAqà)tƒ !$oY-/u‘ 
$oYÏ?#uä ’Îû $u‹÷R‘‰9$# 
ZpuZ|¡ym ’Îûur Íot•ÅzFy$# 
ZpuZ|¡ym $oYÏ%ur z>#x‹tã 
Í‘$¨Z9$# ÇËÉÊÈ   
Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: ”Ya Tuhan kami, berilah 
kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari 
siksa neraka”. (M. Quraish Shihab, 1997 : 9). 
Agama ini mengedepankan konsep kebaikan untuk semua, dan 
mengembangkan toleransi positif dalam kehidupan yang pluralistik Q.S. Al 
Kafirun : 1-6 
ö@è% $pkš‰r'¯»tƒ 
šcrã•Ïÿ»x6ø9$# ÇÊÈ Iw ß‰ç6ôãr& 
$tB tbrß‰ç7÷ès? ÇËÈ Iwur 
óOçFRr& tbrß‰Î7»tã !$tB 
ß‰ç7ôãr& ÇÌÈ Iwur O$tRr& 
Ó‰Î/%tæ $¨B ÷L–n‰t6tã ÇÍÈ Iwur 
óOçFRr& tbrß‰Î7»tã !$tB 
ß‰ç6ôãr& ÇÎÈ ö/ä3s9 ö/ä3ãYƒÏŠ 
u’Í<ur ÈûïÏŠ ÇÏÈ   
Artinya : Katakanlah: "Hai orang - orang kafir, Aku tidak akan 
menyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu bukan penyembah 
Tuhan yang Aku sembah, Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah 
apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi 
penyembah Tuhan yang Aku sembah, Untukmu agamamu, dan untukku 
lah, agamaku." (M. Quraish Shihab, 1997 : 9). 
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Pada sisi lain agama islam menekankan adanya etos kerja bagi setiap 
orang agar hidupnya bisa berkembang. Sementara dalam etos ilmiah dapat 
terlihat bagaimana kitab suci ini menginformaskan bagaimana Allah 
Menyeru pada Rasul-Nya agar senantiasa berdoa demi peningkatan ilmu 
pengetahuan mereka. Demikian juga berbagai sabda Rasul mengenai 
urgensi ilmu pengetahuan dalam mengembangkan etos ekonomi. 
Sedemikian mengesankan petunjuk agama Islam mengenai kehidupan 
ekonomi, hinnga S.D. Goitein menyebut teologi Islam sebagai teologi 
perdagangan. Ia mengatakan : 
Hubungan-hubungan timbal balik antara Tuhan dan manusia adalah 
bersifat perdagangan. Allah adalah saudagar sempurna. Allah 
memasukan seluruh alam semesta dalam pembukuan-Nya. Segalanya 
diperhitungkan, tiap barang diukur. Allah telah membuat buku 
perhitungan, neraca-neraca, dan Allah telah menjadi contoh buat bisnis-
bisnis yang jujur. Hidup adalah suatu bisnis, orang untung atau rugi 
disitu. Bagi yang melakukan pekerjaan baik atau jahat (yang mencapai 
kebaikan atau kejahatan) akan mendapat ganjaran, bahkan dalam hidup 
ini, utang-utang tertentu diputihkan, sebab Allah bukanlah pengutang 
yang tidak berbelas kasihan. Orang islam mengutangkan kepada Allah, 
membayar lebih dulu untuk surga, ia menjual jiwanya kepada-Nya, dan 
itu adalah suatu tindakan yang menguntungkan. Karena orang yang 
tidak percaya itu telah menjual kebenaran Ilahi dengan harga yang 
menyedihkan, ia bangkrut. Seluruh jiwanya telah ditahan sebagai 
jaminan bagi utang yang telah dibuatnya. Pada hari kebangkitan Allah 
mengadakan perhitungan terakhir dengan umat manusia. Segala 
tindakannya telah tercatat dalam buku perhitungan besar. Tindakan-
tindakan tersebut seluruhnya ditimbang pada neraca. Kepada tiap orang 
dibayar persis jumlah simpanannya, tidak seorangpun tertipu. Orang 
Islam (yang telah membayar berlipat ganda buat tiap perbuatan 
baiknya), menerima tambahan suatu hadiah istimewa (M. Quraish 
Shihab, 1997 : 9-10). 
Islam mengatur manusia berdasarkan pada ciri utamanya dan 
kemungkinan kesatuan pada keadaan manusiawi. Tanpa melihat aspek 
manusiawi manusia yang lemah dan terbatas, Islam memandang manusia 
sebagai khalifah Sang Pencipta dimuka bumi. Ini memungkinan seorang 
manusia untuk menjadi sempurna, tetapi dengan kecenderungan untuk tidak 
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mengindahkan potensi yang ada. Hal ini berkonsekuensi bahwa, atas semua 
karunia yang diberikan kepada manusia, seorang manusia ingat akan ciri 
utamanya. Untuk mengatur kehidupan manusia kedalam pola yang 
dinginkan oleh Sang Pencipta, manusia diberikan sejumlah aturan yang 
merepresentasikan penjelmaan yang nyata dari Perintah Ketuhanan dalam 
bentuk peraturan tingkah laku. 
Penekanan atas prinsip Kesatuan membnetuk kepercayaan bahwa Islam 
tidak mengenal adanaya perbedaan antara spiritual dan temporal, antara suci 
dan najis, atau antara religius dan sekuler. Islam bermaksud untuk 
menyatukan semua kebutuhan manusia, dan keinginan melalui syari’ah. 
Hidup dianggap sebagai satu dan tidak dapat dibagi. Karenanya, aturan 
syari’ah mencakup kehidpan ekonomi tidak kurang sebagaimana sosial, 
politik, dan kehiduan budaya; dimana mereka akan membujuk, menentukan 
dan mengatur semua kehidupan. 
Syari’ah adalah petunjuk atas tindakan manusia, yang melengkapi setiap 
aspek kehidupan manusia dan memberikan pengaruh religius terhadap 
aktivitas yang mungkin terlihat bersifat keduniawian. Seluruh perbuatan 
manusia dinilai atas beberapa tingatan yaitu, wajib, sunnah, makruh, mubah 
dan haram. Melalui tingkatan ini, nilai dari tindakan manusia dikembalikan 
kepada manusia itu sendiri sehingga manusia dapat membedakan antara 
“jalan yang lurus” dan jalan yang akan mendorongnya ke neraka. 
Syari’ah terdiri dari peraturan konstitutif dan regulatif. Seorang Muslim 
harus melaksanakan urusannya berdasarkan pada peraturan tersebut. 
Didalam Islam sumber utama adalah Al-Qur’an. Prinsip-prinsip didalam 
Al-Qur’an dijelaskan, dipraktekkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, 
yang merupakan simbol kesempurnaan manusia, contoh terbaik dan model 
terbaik. Rasulullah SAW terlibat dalam kehidupan sosial dalam semua 
aspek dan menunjukkan bagaimana kehidupan, dalam semua dimensinya 
dapat disatukan kedalam nilai spiritual. Pekerjaanya, diabdikan sepenuhnya 
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untuk pembangunan komunitas Islami, mencontohkan konsep Qurani dari 
Perintah Allah SWT dan kewajiban manusia. Kepribadiannya, tindakannya, 
dan kata-katanya yang sangat terikat oleh Al-Qur’an, telah meninggalkan 
jejak pada kesadaran Muslim individu. Sehingga, setelah Al-Qur’an, 
perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW adalah sumber penting dari 
hukum atas pemikiran dan kehidupan Islami 
(fatikulhimami.multiply.com/attachment/0/SQ69OQoKCEcAAED 
ozNY1/Bab%201.pdf?nmid=129525 (23 april pukul 09.04 WIB)). 
Pelaksanaan peraturan syari’ah sangat penting bagi pemeliharaan 
komunitas dan ditentukan oleh 2 faktor, yaitu tingkah laku individu dan 
pemaksaan. Peraturan tersebut berkaitan dengan: 
a. Keadaan kesadaran individual 
b. Mengatur hubungan Individu dengan anggota masyarakat yang lain 
c. Membimbing hubungan Individual dengan kolektivitas 
d. Aturan pelaksanaan diperlukan bagi komunitas secara keseluruhan 
Salah satu implikasi dari aturan syari’ah mengatur sistem ekonomi 
bahwa setiap aktivitas ekonomi baik itu secara implisit maupun eksplisit 
akan menemukan akar dalam bentuk bingkai yang lebih besar dari 
hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Sejarah belum mencatat 
ketika kaum ulama Muslim tidak dapat menyediakan solusi Islami atas 
masalah yang baru (Imagesfatikulhimami.multiply.com/attachment 
/0/SQ69OQoKCEcAAEDozNY1/Bab%201.pdf?nmid=129525 (23 april 
pukul 09.04 WIB). 
Dialektika antara hukum dan masyarakat merupakan sebuah 
keniscahyaan, artinya bahwa hukum dipengaruhi oleh dinamika 
masyarakatnya dan sebaliknya hukum akan berpengaruh terhadap 
masyarakatnya. Dapat dikatakan pula bahwa perubahan hukum dapat 
mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan 
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masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum. Bahkan ada adagium 
yang menyatakan bahwa hukum lahir karena adanya tuntutan kebutuhan 
dalam masyarakat. Secara realitas diyakini bahwa dinamika masyarakat 
dapat berpengaruh terhadap konsepsi hukum, misalnya saja modernitas 
yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ternyata telah 
mempengaruhi pandangan terhadap hukum Islam. Dengan perkataan lain 
bahwa modernitas telah membawa dampak terhadap berbagai aspek 
kehidupan manusia termasuk terhadap konsep hukum khususnya hukum 
Islam. 
Kajian pada pengaruh modernitas bisnis terhadap hukum Islam di 
Indonesia memiliki pengaruh terhadap modernitas kaitannya dengan hukum 
Islam tersebut. Terdapat signifikansi kajian modernitas bisnis dan hukum 
Islam, hukum Islam dan tantangan modernitas bisnis, pengaruh modernitas 
bisnis terhadap konsepsi hukum Islam, dan dengan adanya perubahan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai dampak dari adanya 
modernitas bisnis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. (pa-
wonosari.net/asset/pengrh modernitas.pdf (18 Maret 2009 pukul 13.15 
WIB)). 
Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup 
manusia dan oleh karenanya hukum Islam sudah seharusnya mampu 
memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik 
dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul 
maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia 
itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat menyahuti persoalan yang 
muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di 
masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya mempertimbangkan 
modernitas bisnis dalam hukum Islam. 
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Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat 
sedangkan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan 
masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi 
dan lain-lainnya. Bahkan menurut para ahli lingusitik dan semantik bahasa 
akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun. Perubahan dalam 
bahasa secara lansung atau tidak langsung mengandung arti perubahan 
dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat dapat terjadi disebabkan 
karena adanya penemuan-penemuan baru yang merubah sikap hidup dan 
menggeser cara pandang serta membentuk pola alur berfikir serta 
menimbulkan konsekwensi dan membentuk norma dalam kehidupan 
bermasyarakat. (pa-wonosari.net/asset/pengrh modernitas.pdf (18 Maret 
2009 pukul 13.15 WIB)). 
Oleh karena hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan 
masyarakat senantiasa mengalami perubahan maka hukum Islam perlu dan 
bahkan harus mempertimbangkan perubahan (modernitas) yang terjadi di 
masyarakat tersebut, hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu 
mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala 
tempat dan waktu. Dalam teori hukum Islam kebiasaan dalam masyarakat 
(yang mungkin saja timbul sebagai akibat adanya modernitas) dapat 
dijadikan sebagai hukum baru (al-‘Adah Muhakkamah) selama kebiasaan 
tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. 
Perubahan dalam masyarakat memang menuntut adanya perubahan 
hukum. Soekanto menyatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan 
hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata. Dengan kata lain 
perubahan masyarakat akan melahirkan tuntutan agar hukum (hukum Islam) 
yang menata masyarakat ikut berkembang bersamanya. 
Islam diyakini sebagai agama yang universal dan berlaku sepanjang 
masa yang ajarannya diklaim akan selalu sesuai dengan tuntutan zaman dan 
tempat (shalihun likulli zaman wa makan). Al-Qur’an menyatakan bahwa 
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lingkup keberlakuan ajaran Islam adalah untuk seluruh ummat manusia, 
dimanapun mereka berada. Oleh karena itu Islam sudah seharusnya dapat 
diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini, tanpa ada konflik dengan 
situasi kondisi dimana ia berada. (pa-wonosari.net /asset/pengrh 
modernitas.pdf (18 Maret 2009 pukul 13.15 WIB)). 
Islam akan berhadapan dengan masyarakat modern, sebagaimana ia 
telah berhadapan dengan masyarakat bersahaja. Ketika Islam berhadapan 
dengan masyarakat modern, ia dituntut untuk dapat menghadapinya. Secara 
sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. 
Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai 
yang ada dalam masyarakat. Semakin maju cara berfikir, suatu masyarakat 
akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Kenyataan ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika 
dikaitkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, pemecahan atas masalah 
tersebut diperlukan, sehingga Syariat Islam (termasuk hukum Islam) dapat 
dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
Gambaran tentang kemampuan syariat Islam dalam menjawab 
tantangan modernitas transaksi bisnis dapat diketahui dengan 
mengemukakan beberapa prinsip syariat Islam diantaranya adalah prinsip 
yang terkait dengan mu’amalah dan ibadah. Dalam bidang mu’amalah 
hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang 
menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang. Sedangkan dalam bidang ibadah 
hukum asalnya adalah terlarang kecuali ada dalil yang mendasarinya. 
Berdasarkan prinsip di atas dapat dipahami bahwa modernisasi yang 
terkait dengan segala macam bentuk mu’amalat diizinkan oleh syariat Islam 
selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam. Berbeda 
dengan bidang muamalah, hukum Islam dalam bidang ibadah tidak terbuka 
kemungkinan adanya modernisasi, melainkan materinya (pa-
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wonosari.net/asset/pengrh modernitas.pdf (18 Maret 2009 pukul 13.15 
WIB)). 
Perkembangan terakhir yang menarik untuk dicermati terkait dengan 
pengaruh modernitas bisnis terhadap hukum Islam adalah amandemen 
terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diundangkan 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. 
Sebagaimana diketahui bahwa DPR RI pada tanggal 21 Februrai 2006 
sudah menyetujui Revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Fenomena ini merupakan awal yang baik bagi Peradilan 
Agama pasca satu atap (one roof system) setelah munculnya Undang-
undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 
Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 
Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memunculkan 
dampak yang sangat luas di lingkungan Peradilan Agama baik menyangkut 
penyiapan Sumber Daya Manusianya maupun penyiapan materi hukum 
yang siap pakai di lingkungan Peradilan Agama khususnya terkait dengan 
kewenangan baru di bidang ekonomi syari’ah. (pa-
wonosari.net/asset/pengrh modernitas.pdf ( 18 Maret 2009 pukul 13.15 
WIB)). 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan 
Peradilan Agama tidak hannya terbatas pada permasalahan perkawinan, 
waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah tetapi juga menyangkut masalah 
zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah (Pasal 49). Adanya tiga tambahan 
kewenangan ini (zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah) telah secara signifikan 
merubah wajah peradilan Agama di Indonesia yang telah berjalan semenjak 
sebelum zaman kolonial hingga saat ini. Kalau dulu peradilan agama 
terkesan hannya menangani persoalan hukum keluarga Islam, saat ini wajah 
peradilan agama tampak lebih mentereng yaitu peradilan hukum keluarga 
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Islam dan peradilan perdata Islam, bahkan belakangan ada usulan untuk 
memakai nama baru “Peradilan Agama dan Niaga Syariah”. 
Perubahan di atas telah secara jelas memberikan gambaran tentang 
adanya pengaruh modernitas transaksi bisnis terhadap hukum Islam, 
munculnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak dapat dilepaskan 
dari adanya trend dan perkembangan perilaku masyarakat di bidang 
ekonomi syari’ah yang mencakup bank syari’ah, lembaga keuangan mikro 
syari’ah, asuransi syari’ah, obligasi syari’ah, pembiayaan syari’ah, 
pegadaian syari’ah, bisnis syari’ah dan lain-lain (pa-wonosari. 
net/asset/pengrhmodernitas.pdf (18 Maret 2009 pukul 13.15 WIB)). 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
a. Perjanjian franchise tidak bertentangan dengan syariat islam. Tentunya 
dengan catatan bahwa obyek perjanjian franchise tersebut tidak merupakan 
hal yang dilarang dalam syariat Islam. Kalau sekiranya yang difranchisekan 
tersebut obyeknya merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam 
(misalnya, makanan dan minuman yang haram) maka otomatis perjanjian 
tersebut bertentangan dengan syari’at Islam. 
Konsep Bisnis Waralaba (franchise) diperbolehkan dalam Hukum 
Islam. Namun, untuk konsep bisnis waralaba (franchise) harus sesuai 
dengan syariat Islam untuk dapat komitmen menjauhi 7 (tujuh) larangan, 
yakni : 
1) Maisir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan 
sektoril dan tidak produktif.  
2) Asusila, yaitu praktek usaha yang melanggar kesusilaan dan norma 
sosial. 
3) Gharar, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas, 
sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.  
4) Haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan 
syariah.  
5) Riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan 
mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan 
pertukaran atau barter lebih antara barang ribawi sejenis.  
6) Ikhtikar, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan 
permainan harga. 
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7) Berbahaya, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang 
membahayakan individu Maupun masyarakat serta bertentangan dengan 
kemaslahatan. 
Hukum Islam dalam bidang mu’amalah (ekonomi) hukum asal 
segala sesuatu adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan 
bahwa sesuatu itu terlarang. Sedangkan dalam bidang ibadah hukum 
asalnya adalah terlarang kecuali ada dalil yang mendasarinya. 
Berdasarkan prinsip di atas dapat dipahami bahwa modernisasi yang 
terkait dengan segala macam bentuk mu’amalat diizinkan oleh syariat Islam 
selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam. Berbeda 
dengan bidang muamalah, hukum Islam dalam bidang ibadah tidak terbuka 
kemungkinan adanya modernisasi, melainkan materinya 
b. Konsep hukum Islam menghadapi laju dinamika transaksi bisnis modern 
dapat dilihat dengan munculnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 
tidak dapat dilepaskan dari adanya trend dan perkembangan perilaku 
masyarakat di bidang ekonomi syari’ah yang mencakup bank syari’ah, 
lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, obligasi syari’ah, 
pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, bisnis syari’ah dan lain-lain 
Amatlah jelas bahwa hukum Islam tidak dapat lepas dari pengaruh 
modernitas dan bahkan modernitas haruslah dipertimbangkan dalam 
perkembangan hukum Islam agar hukum Islam mampu menciptakan 
kemaslahatan bagi ummat manusia. Juga dapat terlihat adanya fakta yang 
menunjukkan bahwa revisi atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 
telah diundangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2006 juga tidak dapat dilepaskan dari adanya modernitas yang 
tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. 
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B. Saran 
a. Era Globalisasi menimbulkan pengaruh bagi perkembangan kehidupan 
manusia yang berkaitan pula dengan perkembangan transaksi bisnis 
terutama konsep bisnis waralaba. Waralaba (Franchise) merupakan salah 
satu transaksi bisnis yang mendapat tanggapan masyarakat luas. Karena 
kebanyakan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, maka konsep 
bisnis waralaba ini perlu diperhatikan dari aspek legalitas yang menjamin 
franchisor dan franchise dalam menjalankan usaha dengan konsep bisnis 
waralaba. Dan untuk menghindari sengketa dari permasalahan hukum 
akibat perkembangan bisnis waralaba, diperlukan aturan khusus yang 
berdasarkan prinsip syariah untuk mengatur bisnis waralaba. 
b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan 
Agama tidak hannya terbatas pada permasalahan perkawinan, waris, wasiat, 
hibah, wakaf dan shadaqah tetapi juga menyangkut masalah zakat, infaq, 
dan ekonomi syari’ah (Pasal 49). Ekonomi syari’ah yang dimaksud akan 
sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang akan dapat 
menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu hukum 
Islam tetap harus berpedoman pada Al Qur’an dan Sunnah Rasul dalam 
menentukan hukum atau syariat. Hal tersebut harus pula mendapatkan 
dukungan dari umat Islam untuk mampu memfilter dalam menerima 
pengaruh perkembangan transaksi bisnis modern yang berpedoman pada 
syari’at atau hukum Islam. 
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